SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Tahun
2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7040);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan  Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor
4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun  2025-2045 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)

Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 128 Tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung
Tahun 2024 Nomor 40);

Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN

BANDUNG TAHUN 2025



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.

w

10.

11.

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Kabupaten Bandung.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain
adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin
oleh Camat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan
kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran PD.

Rencana  Strategis Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.



-5-

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen
perencanaan dan penganggaran yang berisi
program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta
pagu anggaran sementara yang didasarkan atas
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
tahunan.

14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang
menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil
pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program
PD.

15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat
Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau
lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya
yang disediakan untuk mencapai hasil terukur
sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dihasilkan oleh
Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran
(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome)
suatu program.

17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan
dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2
Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat
penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan
berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029.

Pasal 3
Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :
a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan



f.

(1)

(2)

(1)

(2)
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Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan
berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

Perubahan Renja PD  dilaksanakan untuk

melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan

RKPD Tahun 2025.

Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan

untuk :

a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi
dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub
kegiatan,;

b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan
Renstra PD tahun berkenaan; dan

c. Menjaga konsistensi target capaian indikator
kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan
penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang
dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025.

Pasal 5
Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan
perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi
hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1)

(2)

(3)

(4)

Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan
pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab
PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah
menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang
telah disepakati bersama DPRD.

Perubahan target kinerja dan pagu indikatif
sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara
atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian
laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun
berkenaan.



BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7
Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :
a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan
Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun
berjalan.

Pasal 8
Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan
Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam
lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan
pembangunan, penelitian dan pengembangan
daerah melakukan pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai
ketentuan perundang-undangan.

(2) Kepala PD  melakukan  evaluasi terhadap
pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi
pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan
capaian kinerja yang menjadi target PD dan
kebijakan perubahan Renja PD.

(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap
Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV
yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD
yang membidangi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah untuk
diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan
Januari tahun berikutnya.

(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil
evaluasi terhadap Perubahan Renja PD
mempedomani ketentuan peraturan perundang-
undangan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
perundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,
ttd
MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA
Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 128

salinan sesuai dengan aslinya
KEFALA BAGIAN HUKUM

Ot

YANA ROSMIANA, 5.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

BANDUNG

NOMOR 128 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA

KECAMATAN KATAPANG KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



R("EM RAPIM KERTA RAKAH}A

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KATAPANG

Jalan Raya Katapang-Andir Km.1,5 Telp/Fax. (022) 5893325
Website : http//kecamatan.katapang.net
e-mail :kec_katapang@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 000.7.6/Kep.37/Kec/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG

Menimbang : a.

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025
CAMAT KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG

bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan,
strategi,kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung, perlu disusun Rencana Kerja Renja
Kecamatan Katapang;

bahwa Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2025 telah mendapatkan
pengesahan Bupati Bandung;

bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b
konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan
Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Kabupaten
Bandung Tahun 2025 dengan Keputusan Camat Katapang
Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
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19.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4406);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-
2014;

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun
2010;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007
Nomor 17);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bandung 2005 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun
2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bandung;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun
2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 128 Tahun 2022
Rencana Strategis Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun
2021-2026;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2025.



Menetapkan

Tembusan:

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG KABUPATEN BANDUNG
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025.

Pasal 1
Ayat 1
(1) Rencana Kerja Renja (RENJA) Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun dengan
berpedoman pada Dokumen Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan
Bupati Bandung
Ayat 2
(2) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) setelah memperhatikan Kebijakan Umum
Anggaraan (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan pembangunan yang ditetapkan pada tahun
2025.
Pasal 2
(3) Sistematika Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2025, meliputi:
- BabI :Pendahuluan
- Bab Il : Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
- Bab IIl : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan
- Bab 'V : Penutup
Pasal 3
(4) Rencana Kerja (RENJA) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
tercantum dalam lampiran Keputusan ini

Pasal 4
(5) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.

Ditetapkan di : Katapang
Pada tanggal : 15 Maret 2024

CAMAT KATAPANG

Rahmat Hidayat, S.STP, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19830117 200112 1 002

1. Yth.Bapak Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Yth.Kepala Bapperida Kabupaten Bandung



R("EM RAPIM KERTA RAKAH}A

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
KECAMATAN KATAPANG

Jalan Raya Katapang-Andir Km.1,5 Telp/Fax. (022) 5893325
Website : http//kecamatan.katapang.net
e-mail :kec_katapang@bandungkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 000.7.6/Kep.37/Kec/2024
Lampiran : 1 (satu)lembar
TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA KECAMATAN KATAPANG

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025

bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang bertujuan
untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan
daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan
mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam
pembangunan daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Camat
Katapang Kabupaten Bandung tentang Penyusunan dan Tim
Penyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21Tahun 2011;



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Jawa Barat;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004
tentang Transparansi dan Partisipasi dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung;
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2005
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2021-2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 128 Tahun 2022 Rencana
Strategis Kecamatan Kabupaten Bandung Tahun 2021-
2026;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bandung Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menunjuk pegawai yang nama-namanya tercantum sebagai
Tim Penyusun Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2025, sebagaimana tersebut
dalam lampiran surat keputusan ini;

Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Renja Kecamatan
Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2025 adalah
menyusun Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang
Tahun 2025 dengan dasar RKPD Kabupaten Bandung;
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
akan diadakan perbaikan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Katapang
Pada Tanggal : 15 Maret 2024

CAMAT KATAPANG

Rahmat Hidayat, S.STP, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19830117 200112 1 002




LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 000.7.6/Kep.37/Kec/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA KECAMATAN

KATAPANG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENYUSUN RENCANA KERJA RENJA KECAMATAN KATAPANG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Penanggungjawab :  Camat Katapang
Ketua Tim :  Sekretaris Kecamatan Katapang

Tim Pelaksana

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Kepala Seksi Pemerintahan
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Seksi Sosial Budaya
Kepala Seksi Pembangunan

Kepala Sub Bagian Penyusunan
Program dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian

CAMAT KATAPANG

Rahmat Hidavyat, S.STP, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19830117 200112 1 002




Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan RENJA Perangkat Daerah
Kabupaten Bandung

No

Jenis Kegiatan

Hasil Pengendalian dan Evaluasi

Kesesuaian

Tidak
Ada Ada

Faktor Penyebab
Ketidak Sesuaian

Tindak Lanjut
Penyempurnaan
Apabila Tidak

2

3 4

5

6

Pembentukan tim penyusun
RENJA Perangkat Daerah
dan Penyusunan Agenda
Kerja

v

Penyiapan data dan
informasi

Analisis gambaran
pelayanan Perangkat Daerah
kabupaten

Mengkaji hasil evaluasi
renja-Perangkat Daerah
kabupaten/kota tahun lalu
berdasarkan
renstraPerangkat Daerah
kabupaten /kota

Penentuan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan
fungsi Perangkat Daerah
kabupaten

Penelaahan RKPD
kabupaten

Perumusan tujuan dan
sasaran.

Penelaahan usulan
masyarakat.

Perumusan kegiatan
prioritas.

10

Pelaksanaan forum
Perangkat Daerah
kabupaten

10.a

Menyelaraskan program dan
kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota dengan
usulan program dan
kegiatan hasil Musrenbang
kecamatan

10.b

Mempertajam indikator dan
target kinerja program dan
kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota sesuai
dengan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah kabupate

10.c

Mensinkronkan program
dan kegiatan antar
Perangkat Daerah
kabupaten dalam rangka
optimalisasi pencapaian
sasaran sesuai dengan
kewenangan dan sinergitas
pelaksanaan.




10.d

Menyesuaikan pendanaan
program dan kegiatan
prioritas berdasarkan pagu
indikatif untuk
masingmasing Perangkat
Daerah kabupaten sesuai
surat edaran bupati.

11

Sasaran program dan
kegiatan Perangkat Daerah
kabupaten/kota disusun
berdasarkan pendekatan
kinerja, perencanaan dan
penganggaran terpadu

12

Program dan kegiatan antar
Perangkat Daerah
kabupaten/kota dengan
Perangkat Daerah lainnya
dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran prioritas
pembangunan daerah telah
dibahas dalam forum
Perangkat Daerah
kabupaten/kota

13

Pendanaan program dan
kegiatan prioritas
berdasarkan pagu indikatif
untuk masing-masing
Perangkat Daerah
kabupaten /kota telah
menyusun dan
memperhitungkan prakiraan
maju

14

Dokumen Renja Perangkat
Daerah kabupaten yang
telah disyahkan.

Katapang, Agustus 2024

CAMAT KATAPANG

Rahmat Hidayat, S.STP, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19830117 200112 1 002




Pemerintah "ﬁ

Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

PERATURAN

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN KATAPANG

L,

KABUPATEN BANDUNG

\ \



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur
kehadirat ALLAH SWT serta atas segala limpahan

W Rahmat Taufik dan Inayahnya, Alhamdulillah kami
\ dapat menyelesaikan Rencana Kerja Renja

Kecamatan Katapang Tahun 2025. Laporan ini
disusun sebagai program kerja Kecamatan Katapang
v dalam kurun waktu tahun 2025.

4 Rencana Kerja Renja adalah dokumen

perencanaan untuk periode 4 (Empat) tahun, yang

¥ N memuat kebijakan, program dan kegiatan

A pembangunan baik yang dilaksanakan langsung
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Kabupaten
Bandung tahun 2025 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan
dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang tahun 2021-2026.
Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang
tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih
dahulu terhadap kondisi eksiting Kecamatan Katapang, evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Katapang tahun sebelumnya dan
evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Katapang 2021-
2026.

Akhir kata dengan telah tersusunnya Rencana Kerja Renja tahun
2025 ini, kepada semua pihak kami ucapkan terima kasih atas bantuan
dan partisipasinya, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat
ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Katapang, Juni 2025

CAMAT KATAPANG

Rahmat Hidayat, S.STP, M.A.P
Pembina Tingkat I
NIP. 19830117 200112 1 1002
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Renja merupakan amanat
Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Secara substansial adalah penerjemahan dari
visi, misi dan program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD sesuai arahan
operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja
Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode
satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan
tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Perangkat
Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil
di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar
bagi perencanaan ditingkat atasnya seperti Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana
Kerja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan
kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan
pemerintah daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai penjabaran
dari tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang selaras dengan Visi,
Misi dan Tujuan Perangkat Daerah. Renja berfungsi menerjemahkan,
mengoperasionalkan RKPD kedalam program dan kegiatan perangkat
daerah sehingga berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan capaian
program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka
menengah yang tercantum dalam Renstra serta mengacu pada RPJMD.
Renja Perangkat Daerah harus selaras dengan rencana-rencana resmi
daerah diatasnya seperti RKPD, Renstra dan RPJMD. Renja menjadi
pedoman/acuan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan
kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA) Perangkat Daerah pada Tahun yang direncanakan.

Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025
merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan
digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Katapang serta sebagai tolok ukur pencapaian kinerja dalam
waktu yang bersangkutan dengan menitik beratkan pada optimalisasi
fungsi Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa.



1.2

10.

11.

Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi
penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang adalah :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
Undang — undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan
Negara (Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
Undang —undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421 );
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 Nomor 58,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana
Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405;
Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578 );
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006, tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (
Lemabaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663 );
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
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Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tatacara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah,Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintah Daerah
Kabupaten dan Pemerintah Daerah kabupaten / Kota ( Lemabaran
Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734 );

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan
Keuangan Negara / Daerah ( Lemabaran Negara Republik Indonesia
tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lemabaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738 );

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lemabaran Negara
Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lemabaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4815 );

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887):;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bandung
2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;
Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 128 Tahun 2022 Tentang Rencana
Strategis Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung Tahun 2021-
2026;

Peraturan Bupati Bandung Nomor 92 Tahun 2024 Tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025;
Peraturan Bupati Bandung Nomor 194 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.

Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Katapang
Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun

program dan kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang;

. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menentukan

lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam menyusun

indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan
datang;

. Memberikan acuan bagi Kecamatan Katapang dalam kelompok

sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung

Tahun 2025, disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I

BAB 11

PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan
Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang, agar substansi pada
bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja
SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen
RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja

1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam
Penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang
Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja SKPD.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja

SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan
(tahun n-1).

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4. Review Terhadap Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1.1 Telahan Terhadap Kebijakan Nasional



Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas
pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan
fungsi SKPD.

3.1.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas
rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
SKPD

3.1.3 Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan,
uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan.

BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian  baik dalam = pelaksanaannya, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD

Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi akan sangat dipengaruhi
oleh tingkat kualitas sumber daya manusia. Karena manusia sebagai
subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan
baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai
evaluator dari hasil kegiatan pembangunan. Dengan demikian
tingginya tingkat kualitas sumber daya manusia para pelaku
pembangunan (masyarakat, pemerintah maupun dunia usaha) sangat
diperlukan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan. Sesuai
dengan tuntutan persaingan dan perkembangan dunia di era
globalisasi dimana informasi terus berkembang peningkatan kualitas
sumber daya manusia Kabupaten Bandung khususnya perlu
diarahkan pada upaya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
yang diharapkan akan mampu tumbuh, berdaya tahan dan mampu
bersaing serta tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Disisi lain evaluasi
hasil perencanaan tahun yang lalu akan menambah basis data untuk
merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Secara umum Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun
2025 memuat rencana program dan kegiatan dengan tetap
memperhatikan potensi yang ada dalam rangka. Keberhasilan suatu
proses perencanaan akan bisa dilihat dari hasil evaluasi pelaksanaan
tahun sebelumnya, sejauhmana pelaksanaan program dan kegiatan
yang dilaksanakan berdampak terhadap capian yang telah ditetapkan
di dalam Renstra SKPD, hasil dari evaluasi tersebut sangat penting
sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan
perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada tahun
anggaran 2025 Kecamatan Katapang telah melaksanakan kegiatan
yang menunjang tugas, pokok dan fungsinya telah menyelesaikan
beberapa proses perencanaan pembangunan, yaitu:

a. Menyusun dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja
Renja Tahun 2025, mulai dari proses musrenbang tingkat desa,
musrenbang tingkat kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang
Tingkat Kabupaten.

b. Menyusun Rencana Kerja Renja SKPD berdasarkan hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025, pelaksanaan kinerja
Kecamatan Katapang ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung
dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Langsung Urusan
SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program),
dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut:
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T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah
Sampai Dengan Tahun 2021-2026 Kabupaten Bandung

Nama PD : Kecamatan Katapang
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Target Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Realisasi Target Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun program Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025
: : R Target Kinerja Kinerja Hasil 2024 dan
K Urus.an/ Bidang Urusan Indikator Kinerja Capaian Program Program Dan Target Realisasi kegiatan Realisasi Tingkat
ode Pemerintahan Daerah Dan Program (outcome) / R tra PD Tah Kel Reni Reni Reni Realiasi s/d c . c .
Program/Kegiatan Kegiatan (output) enstra ahun eluaran enja enja Tingkat (Renja ealiasi s apaian apaian
(2021-2026) Kegiatan s/d Perangkat Perangkat Realisasi (%) Perangkat Triwulan I Program dan Realisasi
Tahun 2023 Daerah Daerah Daerah Tahun 2025 | Kegiatan s/d Target
tahun 2024 Tahun 2024 tahun 2025 Tahun 2025 Renstra (%)
1 ) 3) (4) (5) 6) (7) (8)=(7/6) ©) (10) (11)=(5+7+10) | (12)=(11/4)
KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG
7 1|1 URUSAN PEMERINTAHAN Nilai SAKIP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Prosentase
7 1(1| 201 Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kinerja Perangkat Daerah Pengembangan Daerah
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
7 1 1 2.01 Perencanaan Perangkat 16 - 4 4 100 4 1 5 31,25
Perencanaan Perangkat Daerah
Daerah
Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
7 11|20t Dokumen RKA-SKPD Koordinasi Penyusunan 4 . 2 2 100 1 . 2 50
Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil
7 Ly 2ol Dokumen Perubahan RKA SKPD Koordinasi Penyusunan 4 ) 1 1 100 1 ) 1 25
Dokumen Perubahan
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
7 L] 201 DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan 8 ) 2 2 100 1 ) 2 25
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil
7 1 1| 201 Perubahan DPA-SKPD Koordinasi Penyusunan 4 . 2 2 100 1 B 2 50
Dokumen Perubahan
DPA-SKPD




Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja

Jumlah Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan

2.01 dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Laporgn Hasﬂ 20 2 4 N 100 4 1 7 35
Koordinasi Penyusunan
SKPD ; L
Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Hasil
Pengelenggaraan Walidata Penyelenggaraan
2.02 Pendukung Statistik Sektoral Walidata Pendukung 2 - 1 1 100 1 - 1 50
Daerah Statistik Sektoral
Daerah
Jumlah Data Statistik
Pelaksanaan Pengumpulan Data sektoral daerah yang
2.03 Satatistik Sektoral Daerah telah di kumpulkan di 114 - 57 57 100 57 B 57 50
bidang statistik
Persentase
Administrasi Keuangan ketersediaan dokumen
2.02 g anggaran/ keuangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah . .
yang diselesaikan tepat
waktu
Penyediaan Gaji dan Jumlah Bulan
2.02 Y J Pembayaran Gaji dan 84 21 19 19 100 21 21 61 73
Tunjangan ASN .
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
: . Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
2.02 Laporan Keuangan Akhir Tahun cgan Lap 8 2 2 2 100 2 1 5 62,5
Koordinasi Penyusunan
SKPD
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan
Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Triwulanan/ Semesteran
Laporan Keuangan SKPD dan Laporan ~
2.02 Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Koordinasi Penyusunan 16 1 4 4 100 4 5 31,25
SKPD Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/
Semesteran SKPD
Administrasi Barang Milik Prosentase kesesuaian
2.03 barang milik daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Daerah pada Perangkat Daerah

dalam database




Rekonsiliasi dan Penyusunan

Jumlah Laporan
Rekonsiliasi dan

2.03 5 Laporan Barang Milik Daerah Penyusunan Laporan 16 4 4 4 100 4 - 8 50
pada SKPD Barang Milik Daerah
pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Persentase rata-rata
2.05 P peg capaian SKP ASN 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% 100%
erangkat Daerah . _
diatas >=80%
. . Jumlah paket pakaian
2.05 2 Pen.gadaan Pakaian Dinas berseta dinas beserta atribut 39 - - - - 39 - 0 0
Atribut Kelengkapannya
kelengkapannya
R Jumlah pegawai yang
2.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan mengikuti sosialisasi 2 2 - - - 2 1 3 150
Perundang-Undangan
perundang-undangan
Persentase
2.06 Administrasi Umum ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah operasional
perkantoran
Penyediaan Komponen ;]r:lsrg; };ijems komponen
2.06 1 Instalasi Listrik/Penerangan . 20 5 5 5 100 5 1 11 55
listrik/penerangan yang
Bangunan Kantor o
dibeli
Penyediaan Peralatan dan Jumlah jenis peralatan
2.06 2 Y dan perlengkapan 12 3 3 3 100 3 - 6 50
Perlengkapan Kantor o
kantor yang dibeli
. Jumlah jenis peralatan
206 | 3 | Penvediaan Peralatan rumah tangga yang 8 2 2 2 100 2 - 4 50
Rumah Tangga 1
dibeli
. o Jumlah orang yang
206 | 4 izrr‘l{zflaan Bahan Logistik mendapatkan makanan 480 120 120 120 100 120 30 270 56,25
dan minuman
Penyediaan Barang Cetakan dan Jumlah satuan barang
206 | 5 Y g yang dicetak dan 8 2 2 2 100 2 - 4 50
Penggandaan .
digandakan
Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan
2.06 6 dan Peraturan Perundang N 12 3 3 3 100 3 1 7 58,33333333
yang dibeli
undangan
Jumlah penyediaan
Penyelenggaraan Rapat kegiatan rapat
2.06 9 Koordinasi dan Konsultasi SKPD koordinasi dan 80 9 20 20 100 20 5 34 42,5
konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Prosentase BMD/aset
2.07 Penunjang Urusan Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Daerah

dalam keadaan baik
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Pengadaan Peralatan dan Mesin

Jumlah Unit Peralatan

2.07 . dan Mesin Lainnya yang 8 2 2 2 100 3 - 4 50
Lainnya L .
Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Prosentase
2.08 Urusan Pemerintahan ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah operasional kantor
JumlahLaporan
2.08 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Surat 8 - 2 2 100 2 - 2 25
Menyurat
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa
2.08 Komunikasi, Sumber Daya Air Komunikasi, Sumber 48 12 12 12 100 12 3 27 56,25
dan Listrik Daya Air dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Penyediaan  Jasa
2.08 U Pelayanan 48 12 12 12 100 12 3 27 56,25
mum Kantor
Umum Kantor yang
Disediakan
Persentase BMD dalam
Kondisi Baik
Pemeliharaan Barang Milik Prosentase
2.09 Daerah Penunjang Urusan ketersediaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pemerintahan Daerah operasional kantor
Jumlah Kendaraan
Penyediaan Jasa Pemeiharaan, Dinas Operasional atau
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Lapangan yang
2.09 Perizinan Kendaraan Dinas Dipelihara dan 20 5 5 5 100 5 2 12 60
Operasional atau Lapangan dibayarkan Pajak dan
Perizinannya
Pemeliharaan Peralatan dan Jum}ah Reralatan dan
2.09 ) . Mesin Lainnya yang 12 3 3 3 100 3 1 7 58
Mesin Lainnya o
Dipelihara
Pemeliharaan /Rehabilitasi Jumiah Gedung Kantor
2.09 Gedung Kantor dan Bangunan yang gu 4 4 1 1 1 100 1 - 2 50
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Nilai IKM
PROGRAM
PENYELENGGARAAN INDEKS KEPUASAN 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

MASYARAKAT
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Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak

Persentase
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan yang

2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja tidak 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Perangkat Daerah yang adadi Dilaksanakan oleh Unit
Kecamatan Kerja Perangkat
Daerah yang ada di
Kecamatan
Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan
Pelaksanaan Pelayanan Efektifitas Pelaksanaan
2.02 kepada Masyarakat di Pelayanan kepada 4 1 1 1 100 1 B 2 50
Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan
Prosentase
Koordinasi Pemeliharaan pelaksanaan koordinasi
2.03 Prasarana dan Sarana pemeliharaan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pelayanan Umum prasarana dan sarana
pelayanan umum
Jumlah Dokumen
. - . Koordinasi/Sinergi
Koordinasi/Sinergi dengan
dengan Perangkat
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang terkait Daerah _dan/ atau
2.03 ] Instansi Vertikal yang 120 30 30 30 100 1 - 60 50
dalam Pemeliharaan Sarana dan .
Terkait dalam
Prasarana Pelayanan .
Pemeliharaan Sarana
Umum
dan Prasarana
Pelayanan Umum
Persentase
Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan
2.04 Pemerintahan yang Pemerintahan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dilimpahkan kepada Camat Dilimpahkan kepada
Camat
Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan
2.04 Pemerintahan yang terk.alt Pelaksanaan ) 30 6 6 6 100 7 1 13 43
dengan Kewenangan Lain yang Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan Dilimpahkan
PROGRAM PEMBEDAYAAN Persentase masyarakat
MASYARAKAT DESA DAN desa dan kelurahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KELURAHAN yang dibina
Koordinasi Kegiatan Persentase Koordinasi
2.01 g Kegiatan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan Desa
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Peningkatan Efektifitas Kegiatan

Jumlah Laporan
Kegiatan Pemberdayaan

2.01 Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah 12 ) 4 4 100 4 B 4 33
Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga persentase lembaga
2.03 Kemasyarakatan kemasyarakatan yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Tingkat Kecamatan terfasilitasi
Jumlah Lembaga -
Peningkatan Kapasitas Kemasyarakatan yang
2.03 Lembaga Kemasyarakatan Ditingkatkan 8 N 2 2 100 2 6 (S
Kapasitasnya
Jumlah Laporan -
Fasilitasi Pengembangan Fasilitasi Pengembangan
2.03 Usaha Ekonomi Masyarakat Usaha Ekonomi 4 1 1 1 100 1 2 50
Masyarakat
Jumlah Laporan -
2.03 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Fasilitasi 4 1 1 1 100 1 2 50
Tepat Guna Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna
Persentase
Pemberdayaan dan ;i‘;?::::z::: dan
2.06 Kesejahteraan Keluarga Tingkat J . 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Jumlah Keluarga yang
Peningkatan Kesadaran Keluarga mengikuti Peningkatan
dalam Membangun Kerja Sama Kesadaran Keluarga
2.06 dalam Membangun 254 - - - - 127 - 0 0
antar-Keluarga, Warga dan .
Kelompok Masyarakat Kerja Sama antar-
Keluarga, Warga dan
Kelompok Masyarakat
Jumlah keluarga yang
2.06 Peningkatan Ketahanan Pangan mengikuti peningkatan 254 ~ B ~ B 127 B 0 0
Keluarga ketahanan pangan
keluarga
Jumlah Keluarga yang
Peningkatan Kesadaran Keluarga Mengikuti Peningkatan
: Kesadaran Keluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat dalam Meww udkan
2.06 dan Layak Huni serta Kesdaran J 254 - - - - 127 - 0 0

Hukum tentang Kepemilikan
Rumah

Rumah Sehat dan Layak
Huni serta Kesdaran
Hukum tentang
Kepemilikan Rumah




13

Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam Peningkatan

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan

2.06 7 Derajat Kesehatan Keluarga dan Derajat Kesehatan 254 - - - - 127 - 0 0
Lingkungan dengan Menerapkan Keluarga dan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat
Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Penumbuhan Kesadaran Kesdaran Keluarga
Keluarga dalam Peningkatan dalam Peningkatan
2.06 8 Taraf Hidup Keluarga melalui Taraf Hidup Keluarga 254 - - - - 127 - 0 0
Kehidupan Berkoperasi dan melalui Kehidupan
Pengembangan Ekonomi Lainnya Berkoperasi dan
Pengembangan Ekonomi
Lainnya
Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan Kesadaran Mengikuti Penumbuhan
Keluarga dalam Peningkatan Kesadaran Keluarga
2.06 9 Kualitas Kelestarian Lingkungan dalam Peningkatan 254 B . B ) 127 . 0 0
Hidup Kualitas Kelestarian
Lingkungan Hidup
Jumlah Keluarga yang
206 | 10 Pelatihan Keluarga Tanggap Mengikuti Pelatihan 254 B ) B . 127 ) 0 0
Bencana Alam Keluarga Tanggap
Bencana
Jumlah Keluarga yang
206 | 11 Pelatihan Keluarga Tanggap Mengikuti Pelatihan 254 B . B ) 127 . 0 0
Bencana Rumah Tangga Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga
PROGRAM KOORDINASI Persentase pe“;ag?‘ka“
KETENTRAMAN DAN ge'da Y‘;{“g berkaitan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
KETERTIBAN UMUM engan ketentraman
dan ketertiban umum
Persentase Koordinasi
Koordinasi Upaya Upaya
2.01 Penyelenggaraan Ketenteraman | Penyelenggaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
Jumlah Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan Pelaksanaan
2.01 2 Tokoh Agama dan Tokoh Harmonisasi Hubungan 8 2 2 2 100 2 - 4 50

Masyarakat

dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat
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Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan

Persentase Aparat
Keamanan (Linmas)

2.01 Daerah dan Peraturan yang Dibina di Bidang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kepala Daerah Perda dan Perkada
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi
Koordinasi/Sinergi Dengan dengan Perangkat
Perangkat Daerah yang Tugas Daerah yang Tugas dan
dan Fungsinya di Bidang Fungsinya di Bidang
2.01 Penegakan Peraturan Perundang- | Penegakan Peraturan 8 2 2 2 100 2 B 4 50
Undangan dan/ atau Kepolisian Perundang- Undangan
Negara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian
Negara Republik
Indonesia
Persentase capaian
PROGRAM keberhasilan urusan
PENYELENGGARAAN URUSAN pemerintahan umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PEMERINTAHAN UMUM yang ditugaskan kepala
daerah
Persentase
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan
2.01 Pemerintahan Umum sesuai Urusan Pemerintahan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Penugasan Kepala Daerah Umum yang
Dilaksanakan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional dalam rangka
Memantapkan Pengamalan
Pancasila, Pelaksanaan
Undang-Undang Dasar
2.01 Negara Republik Indonesia Jumlah Laporan PHBN - 5 5 100 5 - 5 100
Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Ika serta
Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia
Jumlah Orang yang
Fasilitasi, Koordinasi dan Mengikuti Fasilitasi,
Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi dan
2.01 Konsultasi) Wawasan Pembinaan (Bimtek, 400 100 100 100 100 100 - - -

Kebangsaan dan Ketahanan
Nasional

Sosialisasi, Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional
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Pembinaan Kerukunan
Antarsuku dan Intrasuku,
Umat Beragama, Ras, dan

Jumlah Orang yang
Mengikuti Pembinaan
Kerukunan Antar Suku
dan Intra Suku , Umat
Beragama, Ras, dan

2.01 4 Golongan Lainnya Guna . 600 150 150 150 100 150 30 - -
Mewujudkan Stabilitas Golongan Lainnya Guna
J X Mewujudkan
Keamanan Lokal, Regional, ewy
dan Nasional Stabilitas ) Keamanan
Lokal, Regional, dan
Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum %Emlah F Dokumen
2.01 | 8 | Koordinasi Pimpinan di gas rorum 16 4 4 4 100 4 - 8 50
Kecamatan K.O or<'11r1asl .
Pimpinan di Kecamatan
Persentase desa yang
beradministrasi baik
PROGRAM PEMBINAAN DAN Persentase desa yan,
PENGAWASAN PEMERINTAHAN - esa yang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
DESA dibina dan diawasi
Persentase Capaian
Fasilitasi, Rekomendasi dan Keberhasilan
2.01 Koordinasi Pembinaan dan Pembinaan dan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pengawasan Pemerintahan Desa | Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen yang -
Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka
2.01 2 Pemerintahan Desa Administrasi Tata 4 1 1 1 100 1 2 50
Pemerintahan Desa
Jumlah Dokumen -
Fasilitasi Pelaksanaan Fasilitasi dalam
2.01 6 Pemilihan Kepala Desa rangka Pelaksanaan 4 1 1 1 100 1 2 S0
Pemilihan Kepala Desa
Jumlah Dokumen
Fasilitasi Sinkronisasi Sinkronisasi
Perencanaan Pembangunan Perencanaan
2.01 9 Daerah dengan Pembangunan Daerah 4 1 1 1 100 1 1 3 s
Pembangunan Desa dengan Pembangunan
Desa
Jumlah Laporan Hasil
Koordinasi Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan
2.01 18 | Pembangunan Kawasan Pembangunan Kawasan 8 1 2 2 100 2 - 3 38

Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
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2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Kecamatan Katapang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai

unsur penunjang Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan.
Pencanangan pembangunan yang berkualitas dan professional dapat menjadi
wahana untuk memperbaiki pola pembangunan di tingkat daerah, sehingga
daerah dapat berkiprah dengan leluasa untuk membangun daerahnya sesuai
potensi dan kemampuan yang ada (potensi lokal). Di sisi lain, kondisi era
globalisasi merupakan tantangan besar yang harus dan langsung dihadapi
pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bandung. Investor asing memiliki
kebebasan penuh untuk membuka usaha di manapun sesuai
peruntukkannya, dan ini merupakan peluang pembangunan yang patut
diraih dan dimanfaatkan dengan bijaksana.

Analisis Kinerja pelayanan PD berisikan kajian terhadap capaian

kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan
SPM, maupun IKK terhadap IKK. Jenis Indikator yang di kaji disesuaikan
dengan tugas dan fungsi masing-masing PD serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung

No Indikator Standar | IKK

Realisasi
Capaian Catatan
Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Tahun | Analisis
2023 2024 2025 2026 2023 2024 2024 2025

SPM/ Target Renstra Perangkat Daerah Proyeksi

Nasional

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nilai Akip Kecamatan - - 73,50 74 74,50 75 73 78,50 74 74,50

Persentase BMD dalam

kondisi baik 93 87 87,25 88 92,78 92,52 87 87,25

Wl N |

NILAI IKM - - 81,50 82 82,25 82,50 8125 83,24 82 82,25

Persentase Desa
yang - - 100 100 - - 100 - 100
beradministrasi baik

Jumlah Desa
Berkembang

2.3.

Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Kecamatan Katapang dibentuk Berdasarkan Peraturan Daerah
kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung dan Berdasarkan
Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Wilayah Kabupaten
Bandung.

Kedudukan Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung, untuk
selanjutnya disingkat Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung,
merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah
Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung.

Kecamatan Katapang sesuai dengan peraturan tersebut di atas,
mempunyai Tugas Pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina,
mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan
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kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
perencanaan pembangunan dan statistik, sedangkan fungsinya:

1) Perumusan kebijakan teknis perencanaan.

2) Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan pembangunan.

3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah.

2.4. Tugas Pokok dan Fungsi
Tugas pokok dan fungsi tata kerja kecamatan berdasarkan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung..
2.5 Review Terhadap Awal RKPD
Review terhadap Awal RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan program
dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2025.
Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap dengan lokasi,
indikator kinerja, besaran target/tolak ukur, dan besaran dana yang
dibutuhkan.
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Tabel T-C 31
Riview terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Kabupaten Bandung

Rancangan Awal RKPD

Hasil Analisasi Kebutuhan

Catatan
Re Penting
Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif Program/ Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 3 9 10 1 12
KECAMATAN KECAMATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kec PROGRAM PENUNJANG URUSAN Kec
PEMERINTAHAN DAERAH Kata a.n Nilai Akip Kecamatan 76,50 4.832,691.000,00 | PEMERINTAHAN DAERAH Kata a'n Nilai Akip Kecamatan 76,50 5.966.893.000,00
KABUPATEN/KOTA pang KABUPATEN/KOTA pang
Perencanaan, Penganggaran, dan Kec Prosentase Perencanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kec Prosentase
Evaluasi Kata a.n Pengembangan Daerah 100% 45.000.000,00 Evaluasi Kint;r'a Perangkat D’aerah Kata E;n Perencanaan 100% 70.000.000,00
Kinerja Perangkat Daerah pang 9 9 ! 9 pang Pengembangan Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec Jumiah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Kec Jumiah Dokumen
: Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 20.000.000,00 : Perencanaan Perangkat 4 Dokumen 20.000.000,00
Perangkat Daerah Katapang Perangkat Daerah Katapang
Daerah Daerah
Jumlah Dokumen RKA- Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kec. SKPD_dan_ Laporan Hasil 1 dokumen 5.000.000,00 | Dokumen RKA-SKPD Kec. SKPD_dan Laporan Hasil 1 dokumen 5.000.000,00
RKA-SKPD Katapang Koordinasi Penyusunan Katapang Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen
Jumiah Dokumen Perubahan RKA-SKPD
A Perubahan RKA-SKPD dan . )
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Kec. Lanoran Hasil Koordinasi 1 dokumen 5.000.000.00 Koordinasi dan Penyusunan Kec. dan Laporan Hasil 1 dokumen 5.000.000.00
Perubahan RKA SKPD Katapang P D Dokumen Perubahan RKA SKPD Katapang Koordinasi Penyusunan D
Penyusunan Dokumen Dokumen Perubahan
Perubahan RKA-SKPD RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA- Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan Penyusunan DPA- Kec. SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan DPA- Kec. SKPD dan Laporan Hasil
SKPD Katapang Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 5.000.000,00 SKPD Katapang Koordinasi Penyusunan 1 dokumen 5.000.000,00
Dokumen DPA-SKPD Dokumen DPA-SKPD
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Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD dan

Jumlah Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Kec. : - Koordinasi dan Penyusunan Kec. dan Laporan Hasil
DPA-SKPD Katapang Laporan Hasil Koordinasi 1 Dokumen 5.000.000,00 Perubahan DPA-SKPD Katapang Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 5.000.000,00
Penyusunan Dokumen Dok Perubah
Perubahan DPA-SKPD ormen eruoanan
DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Kinerja dan Ikhtisar
- Realisasi Kinerja SKPD . Realisasi Kinerja SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec dan Lanoran Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec dan Lanoran Hasil
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi : Apor: 5 Dokumen 5.000.000,00 | Capaian Kinerja dan lkhtisar Realisasi . Apor: 5 Dokumen 20.000.000,00
A Katapang Koordinasi Penyusunan A Katapang | Koordinasi Penyusunan
Kinerja SKPD AR Kinerja SKPD AR
Laporan Capaian Kinerja Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Kec. Penyelenggaraan Walidata Penyelenggaraan Walidata Kec. Penyelenggaraan 1 Dokumen 5.000.000 00
Statistik sektoral Daerah Katapang Pendukung Statistik Pendukung Statistik sektoral Daerah Katapang Walidata Pendukung R
sektoral Daerah Statistik sektoral Daerah
Jumlah Data Statistik Jumlah Data Statistik
Sektoral Daerah yang Sektoral Daerah yang
Pelaksanaan Pengumpulan Data Kec. Telah di Kumpulkan dan Pelaksanaan Pengumpulan Data Kec. Telah di Kumpulkan dan 57 Data 5.000.000,00
Statistik Sektoral Daerah Katapang o . Statistik Sektoral Daerah Katapang - X
Diperiksa Lingkup Diperiksa Lingkup
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Persentase ketersediaan ::{:;Ztgizzn dokumen
Administrasi Keuangan Perangkat Kec. dokumen 100% 3.957.691.000,00 Administrasi Keuangan Perangkat Kec. anggaran/keuangan 100% 4.360.893.000,00
Daerah Katapang | anggaran/keuangan yang Daerah Katapang ang diselesaikan tepat
diselesaikan tepat waktu yang P
waktu
Kec Jumlah Orang yang Kec Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Menerima Gaji dan 19 Orang/Bulan 3.947.691.000,00 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN : Menerima Gaji dan 19 Orang/Bulan 4.350.893.000,00
Katapang . Katapang .
Tunjangan ASN Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan Jumlah Laporan
Akhir Tahun SKPD dan Keuangan Akhir Tahun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. Laporan Hasil Koordinasi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kec. SKPD dan Laporan Hasil
Keuangan Akhir Tahun SKPD Katapang Penyusunan Laporan 2 Laporan 5.000.000,00 Keuangan Akhir Tahun SKPD Katapang Koordinasi Penyusunan 2 Laporan 5.000.000,00

Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD
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Jumlah Laporan Keuangan

Jumlah Laporan

Bulanan/ Triwulanan/ Keuangan Bulanan/
Koordinasi dan Penvusunan Lanoran Semesteran SKPD dan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Triwulanan/ Semesteran
Y P Kec. Laporan Koordinasi Keuangan Kec. SKPD dan Laporan
Keuangan Kat P L 4 Laporan 5.000.000,00 Bulanan/Triwulanan/S " Kat Koordinasi P 4 Laporan 5.000.000,00
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD atapang enyusunan Laporan ulanan/Triwulanan/Semesteran atapang oordinasi Penyusunan
Keuangan Bulanan/ SKPD Laporan Keuangan
Triwulanan/ Semesteran Bulanan/ Triwulanan/
SKPD Semesteran SKPD
L . - Prosentase kesesuaian - . - Prosentase kesesuaian
Administrasi Barang Milik Daerah Kec. barang milik daerah 100% 5.000.000,00 Administrasi Barang Milik Daerah Kec. barang milik daerah 100% 5.000.000,00
pada Perangkat Daerah Katapang dalam database pada Perangkat Daerah Katapang dalam database
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
I Rekonsiliasi dan Rekonsiliasi dan Penyusunan Rekonsiliasi dan
FB{:t(aonnsul\l/lz?ﬁ‘l((Ii:)a:el;ehnygzl;ng}rlégporan KatKaeCén Penyusunan Laporan 4 Laporan 5.000.000,00 | Laporan Barang Milik Daerah pada Kage(;n Penyusunan Laporan 4 Laporan 5.000.000,00
9 P pang Barang Milik Daerah pada SKPD pang Barang Milik Daerah pada
SKPD SKPD
- . . Persentase rata-rata - . . Persentase rata-rata
Administrasi Kepegawaian Perangkat Kec. capaian SKP ASN diatas 100 % 12.000.000,00 | Administrasi Kepegawaian Kec. capaian SKP ASN diatas 100 % 30.000.000,00
Daerah Katapang _ono Perangkat Daerah Katapang _eno
>=80% >=80%
N Jumlah Paket Pengadaan . Jumlah Paket Pengadaan
frongadaan Pakaian Dinas Beserta KanoS: | Pakaian Dinas Beserta 39 Paket frongadaan Palaian Dinas Boserta | eC- | Pakaian Dinas Beserta 39 Paet 15.000.000,00
gkapanny pang Atribut Kelengkapannya gkapanny Pang | atriput Kelengkapannya
e ) Jumlah pegawai yang R i Jumlah pegawai yang
Sosialisasi Peraturan Perundang Kage‘;n mengikut sosialisasi 2 kegiatan 12,000.000,00 | S0S@lsast Peraturan Perundang Kage(;n mengikuti sosialisasi 2 kegiatan 15.000.000,00
9 pang perundang-undangan 9 pang perundang-undangan
Persentase
Administrasi Umum Perangkat Kec. Persentase ketersediaan 100% 57.500.000.00 Administrasi Umum Perangkat Kec. ketersediaan 100% 106.500.000.00
Daerah Katapang | operasional perkantoran DA Daerah Katapang | operasional DR
perkantoran
Jumlah Paket Komponen Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Instalasi Listrik/ Penyediaan Komponen Instalasi Kec. Instalasi Listrik/
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Katapang Penerangan Bangunan 5 Paket 5.000.000,00 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Katapang Penerangan Bangunan 5 Paket 12.000.000,00
Kantor yang Disediakan Kantor yang Disediakan
Penyediaan Peralatan dan Kec Jumiah Paket Peralatan Penyediaan Peralatan dan Kec Jumiah Paket Peralatan
: dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 20.000.000,00 : dan Perlengkapan Kantor 3 Paket 20.000.000,00
Perlengkapan Kantor Katapang Perlengkapan Kantor Katapang

yang Disediakan

yang Disediakan
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Kec.

Jumlah Paket Peralatan

Penyediaan Peralatan Rumah

Kec.

Jumlah Paket Peralatan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Katapang Rgma_h Tangga yang 2 Paket 5.000.000,00 Tangga Katapang R_umalh Tangga yang 2 Paket 12.000.000,00
Disediakan Disediakan
Kec Jumlah Paket Bahan Kec Jumlah Paket Bahan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Logistik Kantor yang 120 Paket 13.000.000,00 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor : Logistik Kantor yang 120 Paket 20.000.000,00
Katapang I Katapang I
Disediakan Disediakan
Jumlah Paket Barang
. Jumlah Paket Barang .
Penyediaan Barang Cetakan dan Kec. Cetakan dan Penggandaan 2 Paket 5.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Kec. Cetakan dan 2 Paket 10.000.000,00
Penggandaan Katapang - Penggandaan Katapang Penggandaan yang
yang Disediakan N
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Bacaan dan Peraturan 3 Dokumen 4.500.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Kec. Bacaan dan Peraturan 3 Dokumen 7.500.000,00
Peraturan Perundang-undangan Katapang Perundang-Undangan Peraturan Perundang-undangan Katapang Perundang-Undangan
yang Disediakan yang Disediakan
— Jumlah Laporan — Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
’ Kec. Penyelenggaraan Rapat . Kec. Penyelenggaraan Rapat
Konsultasi Katapang Koordinasi dan Konsultasi 20 Laporan 5.000.000,00 | dan Konsultasi Katapang Koordinasi dan Konsultasi 20 Laporan 25.000.000,00
SKPD SKPD
SKPD SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Kec. | Prosentase BMD/aset 100% 15.000.000,00 | Penunjang Urusan Pemerintah Kec. | Prosentase BMD/aset 100% 45.000.000,00
Katapang | dalam keadaan baik Katapang | dalam keadaan baik
Daerah Daerah
. Jumlah Unit Peralatan dan . Jumlah Unit Peralatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Kec. Mesin Lainnya yang 2 Unit 15.000.000,00 | Mengadaan Peralatan dan Mesin Kec. dan Mesin Lainnya yang 2 Unit 45.000.000,00
Lainnya Katapang Disedi Lainnya Katapang -
isediakan Disediakan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kec Prosentase ketersediaan Penyediaan Jasa Penunjan Kec Prosentase
vea Jang : \ 100% 340.000.000,00 y , Jang : ketersediaan 100% 380.000.000,00
Pemerintahan Daerah Katapang | operasional kantor Urusan Pemerintahan Daerah Katapang .
operasional kantor
Kec Jumlah Laporan Kec Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Penyediaan Jasa Surat 2 Laporan 3.000.000,00 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat : Penyediaan Jasa Surat 2 Laporan 5.000.000,00
Katapang Katapang
Menyurat Menyurat
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Kec Penyediaan Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Kec Penyediaan Jasa
Daya Kata én Komunikasi, Sumber Daya 12 Laporan 42.000.000,00 | Sumber Daya Kata én Komunikasi, Sumber 12 Laporan 44.000.000,00
Air dan Listrik Pang | air dan Listrik yang Air dan Listrik Pang | paya Air dan Listrik yang
Disediakan Disediakan
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kec. Penyediaan Jasa 12 Laporan 295.000.000,00 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kec. Penyediaan Jasa 12 Laporan 331.000.000,00
Kantor Katapang Pelayanan Umum Kantor Kantor Katapang Pelayanan Umum Kantor

yang Disediakan

yang Disediakan
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Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Prosentase

. . Kec. Prosentase ketersediaan . . Kec. . o
Penunjang Urusan Pemerintahan . 100% 50.500.000,00 | Penunjang Urusan Pemerintahan ketersediaan 100% 225.000.000,00
Daerah Katapang | operasional kantor Daerah Katapang operasional kantor
. . . Jumlah Kendaraan Dinas ' ' Jumlah Kendaraan Dinas
Penyedlaan Jasa Pemehhara_ar}, Biaya Operasional atau E_enyegaanlqhasa P{:an;ealﬁgsr;::, Koo Operasional atau
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kec. Lapangan yang Dipelihara 5 Unit 20.000.000,00 | Biaya Pemelinaraan, Paj ' Lapangan yang 5 Unit 50.000.000,00
Kendaraan Katapang dan dibayarkan Pajak dan Pgnzman Ken_daraan Katapang Dipelihara dan dibayarkan
Dinas Operasional atau Lapangan Perizinannya Dinas Operasional atau Lapangan Pajak dan Perizinannya
. . Jumlah Peralatan dan . . Jumlah Peralatan dan
Pelmellharaan Peralatan dan Mesin Kec. Mesin Lainnya yang 3 Unit 15.000.000,00 Eelmellharaan Peralatan dan Mesin KatKaec;n Mesin Lainnya yang 3 Unit 25.000.000,00
Lainnya Katapang Dipelihara ainnya pang Dipelihara
. g Jumlah Gedung Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kec Jumlah Gedung Kantor dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kec dan BangunangLainnya _
Kantor dan : Bangunan Lainnya yang 1 Unit 15.500.000,00 | Kantor dan : LY 1 Unit 150.000.000,00
. Katapang - . S S . Katapang yang Dipelihara/
Bangunan Lainnya Dipelihara/ Direhabilitasi Bangunan Lainnya Direhabiltasi
Kec. Kec.
5.222.393.000,00
Jumlah 1 Katapang 4.482.691.000,00 Jumlah 1 Katapang
PROGRAM PENYELENGGARAAN Kec PROGRAM PENYELENGGARAAN Kec
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Kata a.n Nilai IKM 82,00 192.000.000,00 | PEMERINTAHAN DAN Katapa.ng Nilai IKM 82,00 319.000.000,00
PUBLIK atapang PELAYANAN PUBLIK
p t Persentase
Penyelenggaraan Urusan PerserI\ ase U Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan
Pemerintahan yang tidak Penye .ertlgr?araan rtu(?a'r(l Pemerintahan yang tidak Kec Urusan Pemerintahan
Dilaksanakan oleh Unit Kerja K Kec. D?I"‘ke”" ak an y|ar|;gul t" 100% 10.000.000,00 | Dilaksanakan oleh Unit Kerja Katanang | Yand tidak Dilaksanakan 100% 13.000.000,00
Perangkat Daerah yang ada di atapang KI a s;na ankoteD mh Perangkat Daerah yang ada di PaNG | ieh Unit Kerja
Kecamatan era :radr]?( at Daera Kecamatan Perangkat Daerah yang
yang ada di Kecamatan ada di Kecamatan
. - Jumlah Laporan . - Jumlah Laporan
E:lr:nglr::'tqan Efektifitas Pelaksanaan Koo Peningkatan Efekifitas E:g;gl;:ltqan Efektifitas Pelaksanaan Koo Peningkatan Efekiftas
Y - : Pelaksanaan Pelayanan 1 Laporan 10.000.000,00 - : Pelaksanaan Pelayanan 1 Laporan 13.000.000,00
kepada Masyarakat di Wilayah Katapang kepada Masyarakat di kepada Masyarakat di Wilayah Katapang kepada Masyarakat di
Kecamatan Kecamatan

Wilayah Kecamatan

Wilayah Kecamatan
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Prosentase pelaksanaan

Koordinasi Pemeliharaan

Prosentase
pelaksanaan koordinasi

Koordinasi Pemeliharaan Prasarana Kec. koordinasi pemeliharaan 100% 10.000.000,00 | Prasarana dan Sarana Pelayanan Kec. pemeliharaan prasarana 100% 13.000.000,00
dan Sarana Pelayanan Umum Katapang | prasarana dan sarana Umum Katapang dan sarana pelavanan
pelayanan umum umum pelay
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi dengan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Koordinasi/Sinergi
Daerah dan/atau Instansi Vertikal yan, Perangkat Daerah Daerah dan/atau Instansi Vertikal dengan Perangkat
; ' yang Kec. dan/atau Instansi Vertikal . " Kec. Daerah dan/atau Instansi
terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan . 30 Laporan 10.000.000,00 | yang terkait dalam Pemeliharaan . . 30 Laporan 13.000.000,00
Katapang yang Terkait dalam Katapang Vertikal yang Terkait
Prasarana Pelayanan ' Sarana dan Prasarana Pelayanan .
Pemeliharaan Sarana dan dalam Pemeliharaan
Umum Umum
Prasarana Pelayanan Sarana dan Prasarana
Umum Pelayanan Umum
Persentase Pelaksanaan Persentase
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kec Urusan Pemerintahan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Kec Pelaksanaan Urusan
yang Kata a.n ana Dilimoahkan 100% 175.000.000,00 | yang Kata a;n Pemerintahan yang 100% 293.000.000,00
Dilimpahkan kepada Camat pang Ke g da Carr:lat Dilimpahkan kepada Camat pang Dilimpahkan kepada
P Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumiah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Jumlah Laporan
yang terkait . Kec. Pelaksanaan Kewenangan 6 Kegiatan 175.000.000,00 | Yand terkait . Kec. Pelaksanaan 6 Kegiatan 293.000.000,00
dengan Kewenangan Lain yang Katapang Lain vana Dilimpahkan dengan Kewenangan Lain yang Katapang Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan yang Bilimp Dilimpahkan Dilimpahkan
PROGRAM PEMBERDAYAAN Kec Persentase masyarakat PROGRAM PEMBERDAYAAN Kec Persentase masyarakat
MASYARAKAT DESA DAN Kata a;n desa dan kelurahan yang 100 % 20.000.000,00 | MASYARAKAT DESA DAN Kata a-n desa dan kelurahan 100 % 190.000.000,00
KELURAHAN PaNG | gibina KELURAHAN PaNg | yvang dibina
e Persentase Koordinasi s Persentase Koordinasi
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kec. Kegiatan Pemberdayaan 100 % 3.000.000,00 | Koordinasi Kegiatan Kec. Kegiatan Pemberdayaan 100 % 20.000.000,00
Desa Katapang Desa Pemberdayaan Desa Katapang Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kec Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Kec \Iiznr:k?Zrlé:pg;ann Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kata én Pemberdayaan Masyarakat 4 Laporan 3.000.000,00 | Pemberdayaan Masyarakat di Kata én Mas arakayt di Wilayah 4 Laporan 20.000.000,00
Kecamatan pang di Wilayah Kecamatan Wilayah Kecamatan pang Kecgmatan y
persentase lembaga Pemberdayaan Lembaga persentase lembaga
Pemberdayaan Lerpbaga Kec. kemasyarakatan yang 100 % 9.000.000,00 | Kemasyarakatan Tingkat Kec. kemasyarakatan yang 100 % 54.500.000,00
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan Katapang terfasilitasi Kecamatan Katapang terfasilitasi
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Jumlah Lembaga

Jumlah Lembaga

Peningkatan Kapasitas Lembaga Kec. Kemasyarakatan yang 2 Lembaga 3.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kec. Kgmasyarakatan yang 2 Lembaga 21.500.000,00
Kemasyarakatan Katapang o . Kemasayarakatan Kemasyarakatan Katapang Ditingkatkan Kemasayarakatan
Ditingkatkan Kapasitasnya ;
Kapasitasnya
I Jumlah Laporan Fasilitasi - Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasmtas! Pengembangan Usaha Kec. Pengembangan Usaha 1 Laporan 3.000.000,00 Fasmtas! Pengembangan Usaha Kec. Pengembangan Usaha 1 Laporan 16.500.000,00
Ekonomi Masyarakat Katapang . Ekonomi Masyarakat Katapang )
Ekonomi Masyarakat Ekonomi Masyarakat
I . Jumlah Laporan Fasilitasi I . Jumlah Laporan Fasilitasi
Fasiltasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Kec. Pemanfaatan Teknologi 1 Laporan 3.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Kec. Pemanfaatan Teknologi 1 Laporan 16.500.000,00
Guna Katapang Tepat Guna Katapang
Tepat Guna Tepat Guna
Persentase Persentase
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kec Pemberdayaan dan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Kec Pemberdayaan dan
Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kata én Kesejahteraan Keluarga 100 % 170.000.000,00 | Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kata a'n Kesejahteraan Keluarga 100 % 170.000.000,00
Kelurahan pang Tingkat Kecamatan dan Kelurahan pang Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan Kelurahan
Jumlah Keluarga yang #g\;iuﬁeg&aﬁ;g& ?]
Peningkatan Kesadaran Keluarga mengikuti Peningkatan Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Membangun Kerja Sama antar- Kec. Kesadaran Keluarga dalam 127 Keluaraa 1.000.000.00 dalam Membangun Kerja Sama antar- Kec. dKSIZ?g?\;IiTn};gl:anaKer'a 127 Keluaraa 21.000.000.00
Keluarga, Warga dan Kelompok Katapang Membangun Kerja Sama g D Keluarga, Warga dan Kelompok Katapang Sama antar-KeI?Jar a ! g RN
Masyarakat antar-Keluarga, Warga dan Masyarakat ga,
Warga dan Kelompok
Kelompok Masyarakat
Masyarakat
Jumlah keluarga yang Jumlah keluarga yang
Peningkatan Ketahanan Pangan Kec. mengikuti peningkatan 127 Keluarga 1.000.000,00 Peningkatan Ketahanan Pangan Kec. mengikuti peningkatan 127 Keluarga 21.000.000,00
Keluarga Katapang ketahanan pangan Keluarga Katapang ketahanan pangan
keluarga keluarga
Jumlah Keluarga yang
Jumlqh K.eluar.ga yang Mengikuti Peningkatan
. Mengikuti Peningkatan .
Peningkatan Kesadaran Keluarga Peningkatan Kesadaran Keluarga Kesadaran Keluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Kec. ms\ﬁﬂgakr;:gter:gﬁ gaelr?;rt] 127 Keluaraa 1,000.000.00 dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Kec. dalam Mewujudkan 127 Keluaraa 21.000.000.00
Layak Huni serta Kesdaran Hukum Katapang I 9 R Layak Huni serta Kesdaran Hukum Katapang Rumah Sehat dan Layak 9 R

tentang Kepemilikan Rumah

dan Layak Huni serta
Kesdaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah

tentang Kepemilikan Rumah

Huni serta Kesdaran
Hukum tentang
Kepemilikan Rumah
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Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Derajat Kesehatan

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga dalam

Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Derajat

Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan
Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan

Keluarga dan Lingkungan dengan Kec. Peningkatan Derajat 127 Keluarga 1.000.000,00 | Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Kec. Derajat Kesehatan 127 Keluarga 21.000.000,00
. - | Katapang Kesehatan Keluarga dan . " Katapang )
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan : dengan Menerapkan Perilaku Hidup Keluarga dan Lingkungan
Lingkungan dengan .
Sehat f Bersih dan Sehat dengan Menerapkan
Menerapkan Perilaku ; ; h
: ) Perilaku Hidup Bersih dan
Hidup Bersih dan Sehat
Sehat
Jumlah Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
Mengikuti Penumbuhan Penumbuhan Kesdaran Keluaraa Mengikuti Penumbuhan
Penumbuhan Kesdaran Keluarga dalam Kesdaran Keluarga dalam . uarg Kesdaran Keluarga dalam
Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Kec Peningkatan Taraf Hidup dalam Peningkatan Taraf Hidup Kec Peningkatan Taraf Hidup
Ay : : . 127 Keluarga 1.000.000,00 | Keluarga melalui Kehidupan : . 127 Keluarga 21.000.000,00
melalui Kehidupan Berkoperasi dan Katapang Keluarga melalui . Katapang Keluarga melalui
LA . . Berkoperasi dan Pengembangan . .
Pengembangan Ekonomi Lainnya Kehidupan Berkoperasi I Kehidupan Berkoperasi
Ekonomi Lainnya
dan Pengembangan dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya Ekonomi Lainnya
Jumlah Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
Penumbuhan Kesadaran Keluarga Kec m::sézl:gnpﬁgltn;?uahgglam Penumbuhan Kesadaran Keluarga Kec '}\(A::g('il;ﬂgnp}z:ﬂ?uahan
dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian : . 9 127 Keluarga 5.000.000,00 | dalam Peningkatan Kualitas : . 9 127 Keluarga 25.000.000,00
. ) Katapang Peningkatan Kualitas S . Katapang dalam Peningkatan
Lingkungan Hidup o Kelestarian Lingkungan Hidup . :
Kelestarian Lingkungan Kualitas Kelestarian
Hidup Lingkungan Hidup
Jumlah Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
. Kec. Mengikuti Pelatihan . Kec. Mengikuti Pelatihan
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Katapang Keluarga Tanggap 127 Keluarga 1.000.000,00 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Katapang Keluarga Tanggap 127 Keluarga 20.000.000,00
Bencana Bencana
Jumlah Keluarga yang Jumlah Keluarga yang
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Kec. Mengikuti Pelatihan 127 Keluarga 1.000.000,00 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Kec. Mengikuti Pelatihan 127 Keluarga 20.000.000,00
Rumah Tangga Katapang Keluarga Tanggap Rumah Tangga Katapang Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga Bencana Rumah Tangga
PROGRAM KOORDINAS| Kec. | perdayang bokatan PROGRAM KOORDINAS| Kec. | perdayang brkaian
KETENTRAMAN DAN Kataoana | Henca ketentraman dan 100% 10.000.000,00 | KETENTRAMAN DAN Kataoona | Honda Ketentraman 100% 19.500.000,00
KETERTIBAN UMUM pang g KETERTIBAN UMUM pang g

ketertiban umum

dan ketertiban umum
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Persentase Koordinasi Persentase Koordinasi
A Upaya Koordinasi Upaya Upaya
ﬁoordlnaSI Upaya Penyel_e nggaraan Kec. Penyelenggaraan 100 % 10.000.000,00 | Penyelenggaraan Ketenteraman Kec. Penyelenggaraan 100 % 19.500.000,00
etenteraman dan Ketertiban Umum Katapang K : Katapang
etenteraman dan dan Ketertiban Umum Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Ketertiban Umum
Jumlah Laporan Jumlah Laporan
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Kec Pelaksanaan Harmonisasi Harmonisasi Hubungan dengan Kec Pelaksanaan Harmonisasi
A : Hubungan dengan Tokoh 2 Laporan 10.000.000,00 : Hubungan dengan Tokoh 2 Laporan 19.500.000,00
gama dan Tokoh Masyarakat Katapang A Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Katapang
gama dan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat Masyarakat
Koordinasi Penerapan dan Persentase Aparat
Penegakan Peraturan Kec. Keamanan (Linmas) yang 0
Daerah dan Peraturan Katapang | Dibina di Bidang Perda 100% 30.000.000,00 ) ) ) ) )
Kepala Daerah dan Perkada
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi Dengan Koordinasi/Sinergi
Perangkat Daerah yang dengan Perangkat
Tugas dan Fungsinya di Daerah yang Tugas dan
Bidang Penegakan Kec. Fungsinya di Bidang
Peraturan Perundang Katapang | Penegakan Peraturan 2 Laporan 30.000.000,00 ) ) ) ) )
Undangan dan/atau Perundang- Undangan
Kepolisian Negara Republik dan/atau Kepolisian
Indonesia Negara Republik
Indonesia
Persentase capaian Persentase capaian
PROGRAM PENYELENGGARAAN Kec keberhasilan urusan PROGRAM PENYELENGGARAAN Kec keberhasilan urusan
URUSAN Kata a'n pemerintahan umum 100% 40.000.000,00 | URUSAN Kata a'n pemerintahan umum 100% 86.000.000,00
PEMERINTAHAN UMUM Pang | yang ditugaskan kepala PEMERINTAHAN UMUM PaNg |\ ang ditugaskan kepala
daerah daerah
Persentase Persentase
Penyelenggaraan Urusan Kec Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan Kec Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum sesuai Katapa;ng Pemerintahan Umum 100 % 40.000.000,00 | Pemerintahan Umum sesuai Katapa-ng Urusan Pemerintahan 100 % 86.000.000,00
Penugasan Kepala Daerah . Penugasan Kepala Daerah Umum yang
yang Dilaksanakan Dilaksanakan
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Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan %::rg(jlm;usi,:da;:l?:;wbinaan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan ’}\(Ac?:?dlil;\lglsi':(?asrllhtas'y
%;’w::éf‘éﬂigﬁfﬁgﬁﬁ;’ahanan Kage‘;n (Bimtek, Sosialisasi, 100 Orang 10.000.000,00 %:w::;fﬁiigﬁaiﬁr&?ﬁ,ﬂas') Kag’%n Pembinaan (Bimtek, 100 Orang 28.000.000,00
Nasional 9 pang Konsultasi) Wawasan Ketahanan Nasio%al pang Sosialisasi, Konsultasi)
Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan
Ketahanan Nasional dan Ketahanan Nasional
Jumlah Orang yang Jumlah Orang yang
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan l}\élengl;(lkutl Pzn:blnsaaE d Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan I}\(Aen?(lkutl PAerrlblngalr:
Intrasuku erukunan Antar Suku dan Intrasuku erukunan Antar Suku
Umat Ber!agama, Ras, dan Golongan Kec. Intra Suku,, Umat Umat Ber!agama, Ras, dan Golongan Kec. dan Intra Suku , Umat
Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Katapang Beragama, Ras, dan 150 Orang 10.000.000,00 Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Katapang Beragama, Ras, dan 150 Orang 28.000.000,00
Keamanan Lokal, Regional, dan Golongan Lainnya Guna Keamanan Lokal, Regional, dan Golongan Lainnya Guna
Nasional ' ' Mewujudkan Stabilitas Nasional ' ' Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal, Keamanan Lokal,
Regional, dan Nasional Regional, dan Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Kec Jumlah Dokumen Tugas Pelaksanaan Tugas Forum Kec Jumlah Dokumen Tugas
Pimpinan di Kata én Forum Koordinasi 4 Dokumen 20.000.000,00 | Koordinasi Pimpinan di Kata én Forum Koordinasi 4 Dokumen 30.000.000,00
Kecamatan pang Pimpinan di Kecamatan Kecamatan pang Pimpinan di Kecamatan
PROGRAM PEMBINAAN DAN Kec Persentase desa yan PROGRAM PEMBINAAN DAN Kec Persentase desa yan
PENGAWASAN PEMERINTAHAN : er esa yang 100% 55.000.000,00 | PENGAWASAN PEMERINTAHAN : er 1esd yang 100% 75.500.000,00
Katapang | dibina dan diawasi Katapang | dibina dan diawasi
DESA DESA
Fasilitasi, Rekomendasi dan Persentase Capaian Fasilitasi, Rekomendasi dan E:':;?::ifagapa'an
Koordinasi Pemblna_an dan Kec. Keberhasilan Pembinaan 100 % 55.000.000,00 Koordinasi Pemblna_an dan Kec. Pembinaan dan 100 % 75.500.000,00
Pengawasan Pemerintahan Katapang | dan Pengawasan Pengawasan Pemerintahan Katapang Pengawasan
Desa Pemerintahan Desa Desa Pem%rintahan Desa
Jumlah Dokumen yang Jumlah Dokumen yang
Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Difasilitasi dalam rangka Fasilitasi Administrasi Tata Kec. Difasilitasi dalam rangka
Pemerintahan Desa Katapang Administrasi Tata 1 Dokumen 5.000.000,00 Pemerintahan Desa Katapang | Administrasi Tata 1 Dokumen 18.000.000,00
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pelaksanaan Kec Jumiah Dokumen Fasiltasi
I : dalam rangka Pelaksanaan 1 Dokumen 5.000.000 - - - - -
Pemilihan Kepala Desa Katapang Pemilihan Kepala Desa
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Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Perencanaan

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan

Jumlah Dokumen
Sinkronisasi Perencanaan

Pembangunan Kageca;n Pembangunan Daerah 1 Dokumen 40.000.000,00 | Pembangunan Ka't(ae(;n Pembangunan Daerah 1 Dokumen 35.000.000,00
Daerah dengan Pembangunan Desa pang dengan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa pang dengan Pembangunan
Desa Desa
Jumlah Laporan Hasil Jumlah Laporan Hasil
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kec Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Kec Koordinasi Pelaksanaan
Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Katapéng Pembangunan Kawasan 2 Laporan 5.000.000,00 | Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Katapa;ng Pembangunan Kawasan 2 Laporan 22.500.000,00

Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Perdesaan di Wilayah
Kecamatan

Perdesaan di Wilayah Kecamatan

Perdesaan di Wilayah
Kecamatan
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Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Katapang Tahun 2025
merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan
pembangunan yang telah direncanakan di dalam arah kebijakan
RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 yang dijabarkan
dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Katapang
Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Katapang
Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Pasal 287 ayat 2 dalam hal
penyusunan RKPD yang belum memiliki RPJMD menyatakan : “Untuk
menjaga kesinambungan penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan Daerah Kabupaten Bandung/Kota, penyusunan RKPD
berpedoman pada sasaran pokok arah kebijakan RPJPD
Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD untuk keselarasan
program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan
Propinsi, dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah
dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Tahun 2025, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan
terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan. Sejalan dengan
kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Barat, tolok ukur kinerja
pembangunan dilakukan melalui pengukuran indikator makro (makro
ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan
evaluasi kebijakan pembangunan.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Bandung

No

Program/ Kegiatan Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan

NIHIL




BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan
pembangunan dan penganggaran, maka Dokumen Perencanaan disusun
mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD dan
Renstra, sedangkan Rencana Kerja Pembangunan  Daerah
diaktualisasikan melalui Penyusunan Rencana Kerja Renja SKPD tahun
2025 yang akan diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bandung Tahun
2025. Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, maka Rencana
Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025 hakekatnya merupakan
Dokumen Perencanaan yang memberikan arah perencanaan
pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Dalam proses
penyusunan Renja juga harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang
dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi.

3.1.1.Kebijakan Nasional
Kecamatan  Katapang  Kabupaten  Bandung  ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun
2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Bandung dan Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun
2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung. Kedudukan Kecamatan
Katapang Kabupaten Bandung, merupakan Lembaga Teknis Daerah
sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang
Camat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Bandung.

Memperhatikan Visi dan Misi proses perencanaan yang
transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik setiap kebijakan
publik beserta proses perumusannya diikuti, diketahui dan dipahami
oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan publik dapat
diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus
dilibatkan sejak awal dalam perumusannya, sehingga aspirasi dan
kepentingannya terakomodasi di dalam kebijakan tersebut, dengan kata
lain pembangunan berdasarkan partisipasi masyarakat atau
pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan dengan sistem
informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat demokratisasi
dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi masyarakat yang luas dalam perumusan kebijakan
publik akan menumbuhkan komitmen yang tinggi dalam
implementasinya. Transparansi dan demokratisasi dalam perumusan
dan pelaksanaan kebijakan publik akan meningkatkan penerimaan
(acceptancy) masyarakat yang pada gilirannya meningkatkan
akuntabilitas dari penyelenggaraan pelayanan publik.

30
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3.1.2. Kebijakan Provinsi

Penataan organisasi dan manajemen pemerintahan harus
disusun secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan nyata
daerah. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) mengacu pada re-
definisi organisasi, disusun berdasarkan berbagai pertimbangan
kondisi saat ini yang diprediksi dapat memenuhi tuntutan kebutuhan
masyarakat dan berorientasi ke masa depan dalam menghadapi era
globalisasi.

Aparatur sebagai sumber daya manusia di Kecamatan Katapang
yang akan mengisi lembaga dan melaksanakan manajemen
pemerintahan harus memiliki kinerja dan profesionalitas yang memadai
sehingga dapat melaksanakan pelayanan prima. Selain meningkatkan
kemampuan/keterampilan, peningkatan kinerja terutama ditekankan
pada upaya perubahan sikap dan perilaku aparatur sesuai dengan
tugas yang diberikan serta tuntutan perkembangan pembangunan,
juga dituntut untuk mengusai IPTEK sesuai dengan isu stretagis
Provinsi Jawa Barat “.

Sebagai konsekuensi globalisasi dengan persaingan yang tinggi,
maka dalam merencanakan pembangunan harus memperhatikan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Hal ini karena
penerapan teknologi merupakan salah satu kunci utama dalam
pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki secara optimal, serta sekaligus
mampu menghasilkan barang dan jasa secara kompetitif berdasarkan
penerapan ilmu pengetahuan secara sistematis.

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Dalam rangka mewujudkan Misi maka perlu dijabarkan kembali
ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang
dituangkan dalam Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang
Kabupaten Bandung Tahun 2025, yaitu:

Tujuan Kecamatan Katapang adalah Mengacu kepada visi misi
Kabupaten Bandung, yaitu:

Visi Kabupaten Bandung 2021- 2026 adalah “Terwujudnya
Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan
Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia
Emas”, Berikut ini adalahpenjabaran yang ada dalam visi Kabupaten
Bandung :

1. Lebih Bedas : Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas
memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang
diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar
kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam
membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

2. Maju : Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu
Kabupaten Bandung dalam S5 (lima) tahun kepemimpinan akan
mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang
ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang
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berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara
nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

3. Berkelanjutan : Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan
memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan
diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara
bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah
mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati
oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Kabupaten Bandung Yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul,
Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender
Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan
Bagi Anak;

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan
Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang
Berkelanjutan;

3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang
Partisipatif, Transparan dan Akuntabel,

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan
Infrastruktur yang Terintegrasi;

5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, Kecamatan
berkewajiban untuk mensukseskan Misi Nomor 3 “Mengoptimalkan
Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif,
Transparan dan Akuntabel” Dari Visi dan Misi yang menjadi
kewajiban, Kecamatan Katapang menetapkan 1 Sasaran strategis
yakni :

1. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan
Kecamatan

Sasaran dan Indikator Kenerja Sasaran Kecamatan Katapang adalah

sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tabel Tujuan Sasaran Kecamatan Katapang
Berdasarkan Rancangan Renstra 2025-2029

No

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

(1)

(2) (3) (4)

Meningkatnya Kualitas _
Pelayanan Publik Laju IKM

Meningkatnya Kepuasan
Masyarakat terhadapn Nilai IKM
Pelayanan Kecamatan
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3.2 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
Kabupaten Bandung Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait
dengan kegiatan operasional Kecamatan Katapang adalah Peningkatan kualitas
perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur Kecamatan
Katapang dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen
perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
Tahun 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung
Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya
diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari
Belanja Langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan
Pilihan (Program), dengan ruang lingkup kegiatannya.
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANDUNG

TAHUN 2025
URUSAN / TARGE REALISA PRAKIRA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU PERANGKA
BIDANG URUSAN T SI AN RENCANA TAHUN 2026 T
/ PROGRAM / INDIKATOR AKHIR CAPAIAN CAPAIAN TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ LOKASI PRIORITAS KELOM TAR PAGU INDIKATIF PENANGGU
NO KODE KEGIATAN / PROGRAM / PERIOD RENJA TARGET SEBELU SESUDA RKPD 2025 APBD 2025 RKPD Berkurang (10-12) DANA NASIO DAERAH POK GET (Rp) NG JAWAB
SUB KEGIATAN KEGIATAN / SUB E OPD RENJA M H PERUBAHAN NAL SASAR
KEGIATAN RENST TAHUN OPD 2025 AN
RA OPD 2023 TAHUN
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9} 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21
KECAMATAN KATAPANG 181.185.964,00 5.260.893.000,00
5.966.893.000 6.351.278.892 6.148.078.964
,00 ,56 ,00
7,00 UNSUR 181.185.964,00 5.260.893.000,00
KEWILAYAHAN 5.966.893.000 6.351.278.892 6.148.078.964
,00 ,56 ,00
7.01 KECAMATAN 181.185.964,00 5.260.893.000,00
5.966.893.000 6.351.278.892 6.148.078.964
,00 ,56 ,00
1 37.073,00 PROGRAM Nilai Akip 75 75 -311.500.000,00 4.910.893.000,00
PENUNJANG Point Point 5.222.393.000 5.602.778.892 5.555.144.564
URUSAN ,00 ,56 ,00
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KO
TA
Perencanaan, Prosentase 1,00 1,00 70.000.000,00 70.000.000,00 46.950.000,00 -23.050.000,00 - Reformasi birokrasi 55.000.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.01 Penganggaran, Perencanaan integratif, inovatif dan Kecama N
dan Evaluasi Pengembangan dinamis tan KATAPANG
Kinerja Perangkat Daerah Reformasi birokrasi Katapa
Daerah integratif, inovatif dan ng
dinamis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01
.0001
Jumlah Dokumen 4 4 20.000.000,00 20.000.000,00 10.350.000,00 -9.650.000,00 Kab. - Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATA
Perencanaan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Perangkat Daerah n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01
.0002
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. - - 5.000.000,00 KECAMATA
RKA-SKPD dan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT - N
Laporan Hasil n n Katapang AN ASLI KATAPANG
Koordinasi , Semua DAERAH
Penyusunan Kel/Desa (PAD)
Dokumen RKA-
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01
.0003
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. - Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Perubahan RKA- Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
SKPD dan Laporan n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Hasil Koordinasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Penyusunan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Dokumen dinamis
Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01

.0004
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Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
DPA-SKPD dan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Laporan Hasil n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Koordinasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Penyusunan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Dokumen dinamis
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.01
.0005
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Perubahan DPA- Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
SKPD dan Laporan n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Hasil Koordinasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Penyusunan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Dokumen dinamis
Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01
.0006
Jumlah Laporan 4 4 20.000.000,00 20.000.000,00 10.050.000,00 -9.950.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Capaian Kinerja Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
dan Ikhtisar Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Realisasi Kinerja , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
SKPD dan Laporan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Hasil Koordinasi dinamis
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
7.01.01.2.01
.0008
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Hasil Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Penyelenggaraan n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Walidata , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pendukung Statistik Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Sektoral Daerah dinamis
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
7.01.01.2.01
.0009
Jumlah Data 57 Data 57 Data 5.000.000,00 5.000.000,00 3.050.000,00 -1.950.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Statistik Sektoral Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Daerah yang Telah Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Dikumpulkan dan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Diperiksa Lingkup Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Perangkat Daerah dinamis
Administrasi Persentase 1,00 1,00 274.409.539,00 Reformasi birokrasi 4.360.893.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.02 Keuangan ketersediaan 4.360.893.000, 4.695.278.892, 4.635.302.539, integratif, inovatif dan Kecama N
Perangkat Daerah dokumen 00 00 dinamis tan KATAPANG
anggaran/keuanga Reformasi birokrasi Katapa
n yang diselesaikan integratif, inovatif dan ng
tepat waktu dinamis
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02
.0001
Jumlah Orang yang 21 21 277.129.539,00 Kab. Reformasi birokrasi 4.350.893.000,00 KECAMATA
Menerima Gaji dan Orang/b Orang/b 4.350.893.000, 4.685.278.892, 4.628.022.539, Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Tunjangan ASN ulan ulan 00 00 Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
DANA dinamis
ALOKASI
UMUM

(DAU)
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7.01.01.2.02
.0005
Jumlah Laporan 2 2 5.000.000,00 5.000.000,00 3.640.000,00 -1.360.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Keuangan Akhir Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Tahun SKPD dan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Laporan Hasil , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Koordinasi Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Penyusunan dinamis
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan, Semesteran SKPD
7.01.01.2.02
.0007
Jumlah Laporan 4 4 5.000.000,00 5.000.000,00 3.640.000,00 -1.360.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Keuangan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Bulanan/ Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Triwulanan/ , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Semesteran SKPD Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dan Laporan dinamis
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulana
n/, SKPD
Administrasi Prosentase 1,00 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.960.000,00 -2.040.000,00 Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.03 Barang Milik kesesuaian barang integratif, inovatif dan Kecama N
Daerah pada milik daerah dalam dinamis tan KATAPANG
Perangkat Daerah | database Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Dacrah pada SKPD
7.01.01.2.03
.0005
Jumlah Laporan 4 4 5.000.000,00 5.000.000,00 2.960.000,00 -2.040.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Rekonsiliasi dan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Penyusunan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Laporan Barang , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Milik Daerah pada Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
SKPD dinamis
Administrasi Persentase rata- 1,00 1,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Reformasi birokrasi 27.000.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.05 Kepegawaian rata capaian SKP integratif, inovatif dan Kecama N
Perangkat Daerah ASN diatas >=80% dinamis tan KATAPANG
Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05
.0002
Jumlah Paket 39 39 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATA
Pakaian Dinas Paket Paket Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
beserta Atribut Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kelengkapan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.2.05
.0010
Jumlah Orang 2 Orang 2 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 12.000.000,00 KECAMATA
yang Mengikuti Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Sosialisasi Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Peraturan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Perundang- Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Undangan dinamis
Administrasi Persentase 1,00 1,00 91.429.225,00 -15.070.775,00 Reformasi birokrasi 57.500.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.06 Umum Perangkat ketersediaan 106.500.000,00 106.500.000,00 integratif, inovatif dan Kecama N
Daeral operasional dinamis tan KATAPANG
perkantoran Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
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Penyediaan Komponen Instalasi

7.01.01.2.06 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
.0001
Jumlah Paket 5 Paket 5 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Komponen Instalasi Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Listrik/ Penerangan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Bangunan Kantor , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
yang Disediakan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06
.0002
Jumlah Paket 3 Paket 3 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.409.225,00 409.225,00 Kab. Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATA
Peralatan dan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Perlengkapan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kantor yang , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Disediakan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06
.0003
Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Peralatan Rumah Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Tangga yang Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06
.0004
Jumlah Paket 120 120 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 13.000.000,00 KECAMATA
Bahan Logistik Paket Paket Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Kantor yang Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06
.0005
Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Barang Cetakan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
dan Penggandaan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
yang Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06
.0006
Jumlah Dokumen 3 3 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 4.500.000,00 KECAMATA
Bahan Bacaan dan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Peraturan n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Perundang- , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Undangan yang Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Disediakan dinamis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06
.0009
Jumlah Laporan 20 20 25.000.000,00 25.000.000,00 9.520.000,00 15.480.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Penyelenggaraan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Rapat Koordinasi Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
dan Konsultasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
SKPD Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Pengadaan Prosentase 1,00 1,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.07 Barang Milik BMD/ aset dalam integratif, inovatif dan Kecama N
Daerah keadaan baik dinamis tan KATAPANG
Penunjang Reformasi birokrasi Katapa
Urusan integratif, inovatif dan ng
Pemerintah dinamis

Daerah
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Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

7.01.01.2.07
.0006
Jumlah Unit 3 Unit 3 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATA
Peralatan dan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Mesin Lainnya yang Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Jasa Prosentase 1,00 1,00 98.502.800,00 Reformasi birokrasi 340.000.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.08 Penunjang ketersediaan 380.000.000,00 426.000.000,00 478.502.800,00 integratif, inovatif dan Kecama N
Urusan operasional kantor dinamis tan KATAPANG
Pemerintahan Reformasi birokrasi Katapa
Daerah integratif, inovatif dan ng
dinamis
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08
.0001
Jumlah Laporan 2 2 5.000.000,00 5.000.000,00 2.750.000,00 -2.250.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATA
Penyediaan Jasa Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Surat Menyurat Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08
.0002
Jumlah Laporan 12 12 44.000.000,00 44.000.000,00 53.752.800,00 9.752.800,00 Kab. Reformasi birokrasi 42.000.000,00 KECAMATA
Penyediaan Jasa Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Komunikast, Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Sumber Daya Air , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
dan Listrik yang Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Disediakan dinamis
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.08
.0004
Jumlah Laporan 12 12 91.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 295.000.000,00 KECAMATA
Penyediaan Jasa Laporan Laporan 331.000.000,00 377.000.000,00 422.000.000,00 Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Pelayanan Umum Semua AN ASLI dinamis KATAPANG
Kantor yang Kecamata DAERAH Reformasi birokrasi
Disediakan n, Semua (PAD) integratif, inovatif dan
Kel/Desa dinamis
P aan 1,00 1,00 - Reformasi birokrasi 50.500.000,00 KECAMATA
7.01.01.2.09 Barang Milik ketersediaan 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 integratif, inovatif dan Kecama N
Daerah operasional kantor dinamis tan KATAPANG
Penunjang Reformasi birokrasi Katapa
Urusan integratif, inovatif dan ng
Pemerintahan dinamis
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09
.0002
Jumlah Kendaraan 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - - Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATA
Dinas Operasional PENDAPAT integratif, inovatif dan N
atau Lapangan AN ASLI dinamis KATAPANG
yang Dipelihara dan DAERAH Reformasi birokrasi
dibayarkan Pajak (PAD) integratif, inovatif dan
dan Perizinannya dinamis
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09
.0006
Jumlah Peralatan 3 Unit 3 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATA
dan Mesin Lainnya Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
yang Dipelihara Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
7.01.01.2.09

.0009
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Jumlah Gedung 1 Unit 1 Unit - Kab. Reformasi birokrasi 15.500.000,00 KECAMATA
Kantor dan 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Bangunan Lainnya Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
yang , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Dipelihara/ Direhabi Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
litasi dinamis
37.438,00 PROGRAM INDEKS 82 82 -124.000.000,00 195.000.000,00
PENYELENGGAR KEPUASAN Point Point 319.000.000,0 323.000.000,0 311.100.000,0
AAN MASYARAKAT o o ()
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Per F 1,00 1,00 13.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 50.000.000,00 Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATA
7.01.02.2.02 Urusan Penyelenggaraan integratif, inovatif dan Kecama N
Pemerintahan Urusan dinamis tan KATAPANG
yang Tidak Pemerintahan yang Reformasi birokrasi Katapa
Dilaksanakan tidak Dilaksanakan integratif, inovatif dan ng
oleh Unit Kerja oleh Unit Kerja dinamis
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang Ada di yang ada di
Kecamatan Kecamatan
Pening tas P Pelayanan kepada Masyarakat di Wi
7.01.02.2.02
.0003
Jumlah Laporan 1 1 13.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATA
Peningkatan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Efektifitas Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pelaksanaan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pelayanan kepada Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Masyarakat di DANA dinamis
Wilayah Kecamatan ALOKASI
UMUM
(DAU)
Koordinasi Prosentase 1,00 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATA
7.01.02.2.03 iharaan p integratif, inovatif dan Kecama N
Prasarana dan koordinasi dinamis tan KATAPANG
Sarana Pelayanan | pemeliharaan Reformasi birokrasi Katapa
Umum prasarana dan integratif, inovatif dan ng
sarana pelayanan dinamis
umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03
.0001
Jumlah Dokumen 1 1 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATA
Koordinasi/ Sinergi Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
dengan Perangkat n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Daerah dan/ atau , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Instansi Vertikal Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
yang Terkait dalam dinamis
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
P 1,00 1,00 -57.900.000,00 - 175.000.000,00 KECAMATA
7.01.02.2.04 Urusan Pelaksanaan 293.000.000,00 247.000.000,00 235.100.000,00 - Kecama N
Pemerintahan Urusan tan KATAPANG
yang Pemerintahan yang Katapa
Dilimpahkan Dilimpahkan ng
kepada Camat kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan K¢ n
7.01.02.2.04
.0003
Jumlah Laporan 7 7 -57.900.000,00 Kab. - 175.000.000,00 KECAMATA
Pelaksanaan Laporan Laporan 293.000.000,00 247.000.000,00 235.100.000,00 Bandung, PENDAPAT - N
Kewenangan Lain Katapang AN ASLI KATAPANG
yang Dilimpahkan , Semua DAERAH
Kel/Desa (PAD)
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37.803,00 PROGRAM Persentase 0,80 0,80 -224.500.000,00 20.000.000,00
PEMBERDAYAAN masyarakat desa 244.500.000,0 244.500.000,0 117.934.400,0
MASYARAKAT dan kelurahan o o o
DESA DAN yang dibina
KELURAHAN
Koordinasi Persentase 1,00 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.697.200,00 -12.302.800,00 Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATA
7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan integratif, inovatif dan Kecama N
Pemberdayaan Pemberdayaan dinamis tan KATAPANG
Desa esa Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.01
.0003
Jumlah Laporan 4 4 20.000.000,00 20.000.000,00 7.697.200,00 -12.302.800,00 Kab. Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATA
Peningkatan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Efektivitas Kegiatan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pemberdayaan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Masyarakat di Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Wilayah Kecamatan dinamis
Pemberdayaan persentase 1,00 1,00 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 - Reformasi birokrasi 9.000.000,00 KECAMATA
7.01.03.2.03 Lembaga lembaga integratif, inovatif dan Kecama N
Kemasyarakatan kemasyarakatan dinamis tan KATAPANG
Tingkat yang terfasilitasi Reformasi birokrasi Katapa
Kecamatan integratif, inovatif dan ng
dinamis
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03
.0002
Jumlah Lembaga 2 2 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATA
Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
yang Ditingkatkan Kemasya Kemasya Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kapasitasnya ra katan ra katan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
7.01.03.2.03
.0004
Jumlah Laporan 1 1 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
Fasilitasi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 3.000.000,00 N
Pengembangan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Usaha Ekonomi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Masyarakat Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.03.2.03
.0005
Jumlah Laporan 1 1 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
Fasilitasi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 3.000.000,00 N
Pemanfaatan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Teknologi Tepat , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Guna Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Pemberdayaan Persentase 1,00 1,00 55.737.200,00 -114.262.800,00 Reformasi birokrasi KECAMATA
7.01.03.2.06 dan Pemberdayaan dan 170.000.000,00 170.000.000,00 integratif, inovatif dan Kecama 8.000.000,00 N
Kesej -aan Keseji dinamis tan KATAPANG
Keluarga Tingkat Keluarga Tingkat Reformasi birokrasi Katapa
Kecamatan dan Kecamatan dan integratif, inovatif dan ng
Kelurahan Kelurahan dinamis

7.01.03.2.06
.0002

Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
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Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 - -21.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Peningkatan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Membangun Kerja dinamis
Sama antar-
Keluarga, Warga,
dan Kelompok
Masyarakat
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
7.01.03.2.06
.0003
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Peningkatan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Ketahanan Pangan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
7.01.03.2.06
.0005
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 10.440.000,00 -10.560.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Peningkatan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Mewujudkan dinamis
Rumah Sehat dan
Layak Huni serta
Kesadaran Hukum
tentang Kepemilikan
Rumal
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.01.03.2.06
.0007
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 - -21.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Penumbuhan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Peningkatan Derajat dinamis
Kesehatan Keluarga
dan Lingkungan
Dengan
Menerapkan
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7.01.03.2.06
.0008
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 - -21.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Penumbuhan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Peningkatan Taraf dinamis
Hidup Keluarga
melalui Kehidupan
Berkoperasi dan
Pengembangan
Ekonomi Lainnya
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.01.03.2.06

.0009
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Jumlah Keluarga 127 127 25.000.000,00 25.000.000,00 7.697.200,00 -17.302.800,00 Kab. - Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Penumbuhan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Peningkatan dinamis
Kualitas Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7.01.03.2.06
.0010
Jumlah Keluarga 127 127 20.000.000,00 20.000.000,00 16.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. - Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Pelatihan Keluarga Semua AN ASLI dinamis KATAPANG
Tanggap Bencana Kecamata DAERAH Reformasi birokrasi
Alam n, Semua (PAD) integratif, inovatif dan
Kel/Desa dinamis
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
7.01.03.2.06
.0011
Jumlah Keluarga 127 127 20.000.000,00 20.000.000,00 - -20.000.000,00 Kab. - Reformasi birokrasi KECAMATA
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 N
Pelatihan Keluarga Semua AN ASLI dinamis KATAPANG
Tanggap Bencana Kecamata DAERAH Reformasi birokrasi
Rumah Tangga n, Semua (PAD) integratif, inovatif dan
Kel/Desa dinamis
38.169,00 PROGRAM Persentase 0,80 0,80 20.500.000,00
KOORDINASI penegakan perda 19.500.000,00 19.500.000,00 16.100.000,00 40.000.000,00
KETENTRAMAN yang berkaitan
DAN dengan
KETERTIBAN ketentraman dan
UMUM ketertiban umum
Koordinasi Persentase 1,00 1,00 19.500.000,00 19.500.000,00 16.100.000,00 -3.400.000,00 - Reformasi birokrasi KECAMATA
7.01.04.2.01 Upaya Koordinasi Upaya integratif, inovatif dan Kecama 10.000.000,00 N
Penyelenggaraan Penyelenggaraan dinamis tan KATAPANG
Ketenteraman Ketenteraman dan Reformasi birokrasi Katapa
dan Ketertiban Ketertiban Umum integratif, inovatif dan ng
Umum dinamis
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.01
.0002
Jumlah Laporan 2 2 19.500.000,00 19.500.000,00 16.100.000,00 -3.400.000,00 Kab. - Reformasi birokrasi KECAMATA
Pelaksanaan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 10.000.000,00 N
Harmonisasi Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Hubungan dengan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Tokoh Agama dan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Tokoh Masyarakat dinamis
Koordinasi Persentase Aparat 1,00 1,00 - - Reformasi birokrasi KECAMATA
7.01.04.2.02 Penerapan dan Keamanan (Linmas) integratif, inovatif dan Kecama 30.000.000,00 N
Penegakan yang Dibina di dinamis tan KATAPANG
Peraturan Daerah Bidang Perda dan Reformasi birokrasi Katapa
dan Peraturan Perkada integratif, inovatif dan ng
Kepala Daerah dinamis
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya gakan Peraturan Perundang-Und dan/atau K
7.01.04.2.02
.0001
Jumlah Laporan 2 2 - - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATA
Koordinasi/ Sinergi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 30.000.000,00 N
dengan Perangkat Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Daerah yang Tugas , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
dan Fungsinya di Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Bidang Penegakan dinamis
Peraturan
Perundang-
Undangan
dan/atau

Kepolisian Negara
Republik Indonesi
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38.534,00 PROGRAM Persentase 0,80 0,80 -46.000.000,00 40.000.000,00
PENYELENGGAR capaian 86.000.000,00 86.000.000,00 81.650.000,00
AAN URUSAN keberhasilan
PEMERINTAHAN urusan
UMUM pemerintahan
umum yang
ditugaskan kepala
daerah
aan 1,00 1,00 86.000.000,00 86.000.000,00 81.650.000,00 -4.350.000,00 Reformasi birokrasi 40.000.000,00 KECAMATA
7.01.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan integratif, inovatif dan Kecama N
Pemerintahan Urusan dinamis tan KATAPANG
Umum Sesuai Pemerintahan Reformasi birokrasi Katapa
Penugasan Umum yang integratif, inovatif dan ng
Kepala Daerah Dilaksanakan dinamis
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, i, Konsultasi) Ko n dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01
.0002
Jumlah Orang yang 100 100 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATA
Mengikuti Fasilitasi, Orang Orang Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Koordinasi dan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pembinaan (Bimtek, , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Sosialisasi, Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Konsultasi) dinamis
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01
.0004
Jumlah Orang yang 150 150 28.000.000,00 28.000.000,00 25.450.000,00 -2.550.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATA
Mengikuti Orang Orang Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Pembinaan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Kerukunan Antar , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Suku dan Intra Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Suku , Umat dinamis
Beragama, Ras,
dan Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan
Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan
Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.05.2.01
.0008
Jumlah Dokumen 4 4 30.000.000,00 30.000.000,00 28.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATA
Tugas Forum Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Koordinasi n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pimpinan di , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kecamatan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
38.899,00 PROGRAM Persentase desa 0,80 0,80 -20.500.000,00 55.000.000,00
PEMBINAAN DAN yang dibina dan 75.500.000,00 75.500.000,00 66.150.000,00
PENGAWASAN diawasi
PEMERINTAHAN
DESA
Fasilitasi, Persentase 1,00 1,00 75.500.000,00 75.500.000,00 66.150.000,00 -9.350.000,00 Reformasi birokrasi 55.000.000,00 KECAMATA
7.01.06.2.01 Rekomendasi dan Capaian integratif, inovatif dan Kecama N
Koordinasi Keberhasilan dinamis tan KATAPANG
Pembinaan dan Pembinaan dan Reformasi birokrasi Katapa
Pengawasan Pengawasan integratif, inovatif dan ng
Pemerintahan Pemerintahan Desa dinamis
Desa
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01

.0002
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Jumlah Dokumen 1 1 18.000.000,00 18.000.000,00 14.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. - Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
yang Difasilitasi Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
dalam rangka n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Administrasi Tata , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pemerintahan Desa Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
7.01.06.2.01
.0006
Jumlah Dokumen 1 1 - - - - Kab. - Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Fasilitasi dalam Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
rangka n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pelaksanaan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pemilihan Kepala Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Desa dinamis
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01
.0009
Jumlah Dokumen 1 1 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - Kab. - Reformasi birokrasi 40.000.000,00 KECAMATA
Sinkronisasi Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Perencanaan n n Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pembangunan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Daerah dengan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Pembangunan Desa dinamis
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.06.2.01
.0018
Jumlah Laporan 2 2 22.500.000,00 22.500.000,00 16.550.000,00 -5.950.000,00 Kab. - Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATA
Hasil Koordinasi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan N
Pelaksanaan Katapang AN ASLI dinamis KATAPANG
Pembangunan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kawasan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Perdesaan di dinamis
Wilayah Kecamatan
JUMLAH 5.260.893.000,00

5.966.893.000 6.351.278.892 6.148.078.964 1.476.193.051.82
,00 ,56 ,00 2,61




BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

a. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja yang ada di Kecamatan Katapang sudah sasuai dengan
yang sedah di tetapkan dalam RKPD maka dari itu anggaran yang ada di dalam
program perencanaan sudah sasuai dengan kebutuhan anggaran atau
kebutuhan kegiatan yang akan di laksanakan pada tahun mendatang serta
dalam rencana kerja tersebut sudah di buat mengenai prakiraan maju untuk
tahun selanjutnya.
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PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KAB. BANDUNG

TAHUN 2025
URUSAN / TARGE REALISA PRAKIRA CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KELOM PRAKIRAAN MAJU PERANGKAT
BIDANG URUSAN T SI AN POK RENCANA TAHUN 2026 DAERAH
/ PROGRAM / INDIKATOR AKHIR CAPAIAN CAPAIAN SASAR PENANGGUN
NO KODE KEGIATAN / PROGRAM / PERIOD RENJA TARGET AN G JAWAB
SUB KEGIATAN KEGIATAN / SUB E OPD RENJA TARGET 2025 PAGU INDIKATIF (Rp) Bertambah/ LOKASI SUMBER PRIORITAS TAR PAGU
KEGIATAN RENST TAHUN OPD Berkurang (10-12) DANA GET INDIKATIF (Rp)
RA OPD 2023 TAHUN SEBELU SESUDA RKPD 2025 APBD 2025 RKPD PERUBAHAN DAERAH
2024 M H 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 14 15 | 17 18 19 20 21
KECAMATAN KATAPANG 5.966.893.000,00 6.351.278.892,56 6.148.078.964,00 181.185.964,00
5.260.893.000,00
7,00 UNSUR 5.966.893.000,00 6.351.278.892,56 6.148.078.964,00 181.185.964,00
KEWILAYAHAN 5.260.893.000,00
7.01 KECAMATAN 5.966.893.000,00 6.351.278.892,56 6.148.078.964,00 181.185.964,00
5.260.893.000,00
1 37.073,00 PROGRAM Nilai Akip 75 75 5.222.393.000,00 5.602.778.892,56 5.555.144.564,00 -311.500.000,00
PENUNJANG Point Point 4.910.893.000,00
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KO
TA
Per 1 P 1,00 1,00 70.000.000,00 70.000.000,00 46.950.000,00 -23.050.000,00 Reformasi birokrasi 55.000.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.01 Penganggaran, Perencanaan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
dan Evaluasi Pengembangan dinamis tan
Kinerja Perangkat Daerah Reformasi birokrasi Katapa
Daerah integratif, inovatif dan ng
dinamis
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
7.01.01.2.01
.0001
Jumlah Dokumen 4 4 20.000.000,00 20.000.000,00 10.350.000,00 -9.650.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN
Perencanaan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Perangkat Daerah n n Katapang AN ASLI dinamis
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
7.01.01.2.01
.0002
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. - 5.000.000,00 KECAMATAN
RKA-SKPD dan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT - KATAPANG
Laporan Hasil n n Katapang AN ASLI
Koordinasi » Semua DAERAH
Penyusunan Kel/Desa (PAD)
Dokumen RKA-
SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
7.01.01.2.01
.0003
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Perubahan RKA- Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
SKPD dan Laporan n n Katapang AN ASLI dinamis
Hasil Koordinasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Penyusunan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Dokumen dinamis
Perubahan
RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
7.01.01.2.01

.0004
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Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
DPA-SKPD dan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Laporan Hasil n n Katapang AN ASLI dinamis
Koordinasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Penyusunan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Dokumen dinamis
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
7.01.01.2.01
.0005
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Perubahan DPA- Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
SKPD dan Laporan n n Katapang AN ASLI dinamis
Hasil Koordinasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Penyusunan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Dokumen dinamis
Perubahan
DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7.01.01.2.01
.0006
Jumlah Laporan 4 4 20.000.000,00 20.000.000,00 10.050.000,00 -9.950.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Capaian Kinerja Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
dan Ikhtisar Katapang AN ASLI dinamis
Realisasi Kinerja , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
SKPD dan Laporan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Hasil Koordinasi dinamis
Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan Tkhtisar
Realisasi Kinerja
SKPD
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
7.01.01.2.01
.0008
Jumlah Dokumen 1 1 5.000.000,00 5.000.000,00 3.500.000,00 -1.500.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Hasil Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Penyelenggaraan n n Katapang AN ASLI dinamis
Walidata , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pendukung Statistik Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Sektoral Daerah dinamis
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
7.01.01.2.01
.0009
Jumlah Data 57 Data 57 Data 5.000.000,00 5.000.000,00 3.050.000,00 -1.950.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Statistik Sektoral Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Daerah yang Telah Katapang AN ASLI dinamis
Dikumpulkan dan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Diperiksa Lingkup Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Perangkat Daerah dinamis
Administrasi Persentase 1,00 1,00 4.360.893.000,00 4.695.278.892,56 4.635.302.539,00 274.409.539,00 Reformasi birokrasi 4.360.893.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.02 Keuangan ketersediaan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Perangkat Daerah dokumen dinamis tan
anggaran/ keuanga Reformasi birokrasi Katapa
n yang diselesaikan integratif, inovatif dan ng
tepat waktu dinamis
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7.01.01.2.02
.0001
Jumlah Orang yang 21 21 4.350.893.000,00 4.685.278.892,56 4.628.022.539,00 277.129.539,00 Kab. Reformasi birokrasi 4.350.893.000,00 KECAMATAN
Menerima Gaji dan Orang/b Orang/b Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Tunjangan ASN ulan ulan Katapang AN ASLI dinamis
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
DANA dinamis
ALOKASI
UMUM
(DAU)
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
7.01.01.2.02

.0005
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Jumlah Laporan 2 2 5.000.000,00 5.000.000,00 3.640.000,00 -1.360.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Keuangan Akhir Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Tahun SKPD dan Katapang AN ASLI dinamis
Laporan Hasil , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Koordinasi Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Penyusunan dinamis
Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan, Semesteran SKP
7.01.01.2.02
.0007
Jumlah Laporan 4 4 5.000.000,00 5.000.000,00 3.640.000,00 -1.360.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Keuangan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Bulanan/ Katapang AN ASLI dinamis
Triwulanan/ , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Semesteran SKPD Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dan Laporan dinamis
Koordinasi
Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulana
n/Semesteran SKPD
Administrasi Prosentase 1,00 1,00 5.000.000,00 5.000.000,00 2.960.000,00 -2.040.000,00 Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.03 Barang Milik kesesuaian barang integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Daerah pada milik daerah dalam dinamis tan
Perangkat Daerah database Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
7.01.01.2.03
.0005
Jumlah Laporan 4 4 5.000.000,00 5.000.000,00 2.960.000,00 -2.040.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Rekonsiliasi dan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Penyusunan Katapang AN ASLI dinamis
Laporan Barang , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Milik Daerah pada Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
SKPD dinamis
A inistrasi F rata- 1,00 1,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 - Reformasi birokrasi 27.000.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.05 Kepegawaian rata capaian SKP integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Perangkat Daerah ASN diatas >=80% dinamis tan
Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
7.01.01.2.05
.0002
Jumlah Paket 39 39 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN
Pakaian Dinas Paket Paket Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
beserta Atribut Katapang AN ASLI dinamis
Kelengkapan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7.01.01.2.05
.0010
Jumlah Orang 2 Orang 2 Orang 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 12.000.000,00 KECAMATAN
yang Mengikuti Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Sosialisasi Katapang AN ASLI dinamis
Peraturan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Perundang- Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Undangan dinamis
rasi F 1,00 1,00 106.500.000,00 106.500.000,00 91.429.225,00 -15.070.775,00 Reformasi birokrasi 57.500.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.06 Umum Perangkat ketersediaan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Daerah operasional dinamis tan
perkantoran Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Penyediaan Komponen Instalasi
7.01.01.2.06 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

.0001
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Jumlah Paket 5 Paket 5 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Komponen Instalasi Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Listrik/ Penerangan Katapang AN ASLI dinamis
Bangunan Kantor , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
yang Disediakan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
7.01.01.2.06
.0002
Jumlah Paket 3 Paket 3 Paket 20.000.000,00 20.000.000,00 20.409.225,00 409.225,00 Kab. Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN
Peralatan dan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Perlengkapan Katapang AN ASLI dinamis
Kantor yang , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Disediakan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
7.01.01.2.06
.0003
Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Peralatan Rumah Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Tangga yang Katapang AN ASLI dinamis
Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
7.01.01.2.06
.0004
Jumlah Paket 120 120 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 13.000.000,00 KECAMATAN
Bahan Logistik Paket Paket Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Kantor yang Katapang AN ASLI dinamis
Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
7.01.01.2.06
.0005
Jumlah Paket 2 Paket 2 Paket 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Barang Cetakan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
dan Penggandaan Katapang AN ASLI dinamis
yang Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7.01.01.2.06
.0006
Jumlah Dokumen 3 3 7.500.000,00 7.500.000,00 7.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 4.500.000,00 KECAMATAN
Bahan Bacaan dan Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Peraturan n n Katapang AN ASLI dinamis
Perundang- , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Undangan yang Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Disediakan dinamis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7.01.01.2.06
.0009
Jumlah Laporan 20 20 25.000.000,00 25.000.000,00 9.520.000,00 15.480.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Penyelenggaraan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Rapat Koordinasi Katapang AN ASLI dinamis
dan Konsultasi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
SKPD Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Pengadaan Prosentase 1,00 1,00 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.07 Barang Milik BMD/ aset dalam integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Daerah keadaan baik dinamis tan
Penunjang Reformasi birokrasi Katapa
Urusan integratif, inovatif dan ng
Pemerintah dinamis
Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.07

.0006
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Jumlah Unit 3 Unit 3 Unit 45.000.000,00 45.000.000,00 45.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN
Peralatan dan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Mesin Lainnya yang Katapang AN ASLI dinamis
Disediakan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Jasa Prosentase 1,00 1,00 380.000.000,00 426.000.000,00 478.502.800,00 98.502.800,00 Reformasi birokrasi 340.000.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.08 Penunjang ketersediaan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Urusan operasional kantor dinamis tan
Pemerintahan Reformasi birokrasi Katapa
Daerah integratif, inovatif dan ng
dinamis
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
7.01.01.2.08
.0001
Jumlah Laporan 2 2 5.000.000,00 5.000.000,00 2.750.000,00 -2.250.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATAN
Penyediaan Jasa Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Surat Menyurat Katapang AN ASLI dinamis
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
7.01.01.2.08
.0002
Jumlah Laporan 12 12 44.000.000,00 44.000.000,00 53.752.800,00 9.752.800,00 Kab. Reformasi birokrasi 42.000.000,00 KECAMATAN
Penyediaan Jasa Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Komunikasi, Katapang AN ASLI dinamis
Sumber Daya Air , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
dan Listrik yang Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Disediakan dinamis
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7.01.01.2.08
.0004
Jumlah Laporan 12 12 331.000.000,00 377.000.000,00 422.000.000,00 91.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 295.000.000,00 KECAMATAN
Penyediaan Jasa Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Pelayanan Umum Semua AN ASLI dinamis
Kantor yang Kecamata DAERAH Reformasi birokrasi
Disediakan n, Semua (PAD) integratif, inovatif dan
Kel/Desa dinamis
P aan 1,00 1,00 225.000.000,00 225.000.000,00 225.000.000,00 - Reformasi birokrasi 50.500.000,00 KECAMATAN
7.01.01.2.09 Barang Milik ketersediaan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Daerah operasional kantor dinamis tan
Penunjang Reformasi birokrasi Katapa
Urusan integratif, inovatif dan ng
Pemerintahan dinamis
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7.01.01.2.09
.0002
Jumlah Kendaraan 5 Unit 5 Unit 50.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 - - Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN
Dinas Operasional PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
atau Lapangan AN ASLI dinamis
yang Dipelihara dan DAERAH Reformasi birokrasi
dibayarkan Pajak (PAD) integratif, inovatif dan
dan Perizinannya dinamis
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7.01.01.2.09
.0006
Jumlah Peralatan 3 Unit 3 Unit 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.000.000,00 KECAMATAN
dan Mesin Lainnya Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
yang Dipelihara Katapang AN ASLI dinamis
, Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis

7.01.01.2.09
.0009

Pemeliharaan/Rehal

bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
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Jumlah Gedung 1 Unit 1 Unit 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 15.500.000,00 KECAMATAN
Kantor dan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Bangunan Lainnya Katapang AN ASLI dinamis
yang , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Dipelihara/ Direhabi Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
litasi dinamis
37.438,00 PROGRAM INDEKS 82 82 319.000.000,00 323.000.000,00 311.100.000,00 -124.000.000,00 195.000.000,00
PENYELENGGAR KEPUASAN Point Point
AAN MASYARAKAT
PEMERINTAHAN
DAN PELAYANAN
PUBLIK
Penyelenggaraan Persentase 1,00 1,00 13.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 50.000.000,00 Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN
7.01.02.2.02 Urusan Penyelenggaraan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Pemerintahan Urusan dinamis tan
yang Tidak Pemerintahan yang Reformasi birokrasi Katapa
Dilaksanakan tidak Dilaksanakan integratif, inovatif dan ng
oleh Unit Kerja oleh Unit Kerja dinamis
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
yang Ada di yang ada di
Kecamatan Kecamatan
Peni Efektifitas P P kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.02.2.02
.0003
Jumlah Laporan 1 1 13.000.000,00 63.000.000,00 63.000.000,00 50.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN
Peningkatan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Efektifitas Katapang AN ASLI dinamis
Pelaksanaan » Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pelayanan kepada Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Masyarakat di DANA dinamis
Wilayah Kecamatan ALOKASI
UMUM
(DAU)
Koordinasi Prosentase 1,00 1,00 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN
7.01.02.2.03 Pemeliharaan pelaksanaan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Prasarana dan koordinasi dinamis tan
Sarana Pelayanan | pemeliharaan Reformasi birokrasi Katapa
Umum prasarana dan integratif, inovatif dan ng
sarana pelayanan dinamis
umum
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum
7.01.02.2.03
.0001
Jumlah Dokumen 1 1 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN
Koordinasi/ Sinergi Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
dengan Perangkat n n Katapang AN ASLI dinamis
Daerah dan/atau , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Instansi Vertikal Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
yang Terkait dalam dinamis
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Pelayanan Umum
Pelaksanaan Persentase 1,00 1,00 293.000.000,00 247.000.000,00 235.100.000,00 -57.900.000,00 - 175.000.000,00 KECAMATAN
7.01.02.2.04 Urusan Pelaksanaan - Kecama KATAPANG
Pemerintahan Urusan tan
any Pemerintahan yang Katapa
Dilimpahkan Dilimpahkan ng
kepada Camat kepada Camat
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
7.01.02.2.04
.0003
Jumlah Laporan 7 7 293.000.000,00 247.000.000,00 235.100.000,00 -57.900.000,00 Kab. - 175.000.000,00 KECAMATAN
Pelaksanaan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT - KATAPANG
Kewenangan Lain Katapang AN ASLI
yang Dilimpahkan , Semua DAERAH
Kel /Desa (PAD)
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37.803,00 PROGRAM Persentase 0,80 0,80 244.500.000,00 244.500.000,00 117.934.400,00 -224.500.000,00 20.000.000,00
PEMBERDAYAAN masyarakat desa
MASYARAKAT dan kelurahan
DESA DAN yang dibina
KELURAHAN
Koordinasi Persentase 1,00 1,00 20.000.000,00 20.000.000,00 7.697.200,00 -12.302.800,00 Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATAN
7.01.03.2.01 Kegiatan Koordinasi Kegiatan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Pemberdayaan Pemberdayaan dinamis tan
Desa Desa Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng
dinamis
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
7.01.03.2.01
.0003
Jumlah Laporan 4 4 20.000.000,00 20.000.000,00 7.697.200,00 -12.302.800,00 Kab. Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATAN
Peningkatan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Efektivitas Kegiatan Katapang AN ASLI dinamis
Pemberdayaan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Masyarakat di Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Wilayah Kecamatan dinamis
Pemberdayaan persentase 1,00 1,00 54.500.000,00 54.500.000,00 54.500.000,00 - Reformasi birokrasi 9.000.000,00 KECAMATAN
7.01.03.2.03 Lembaga lembaga integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
K akatan atan dinamis tan
Tingkat yang terfasilitasi Reformasi birokrasi Katapa
Kecamatan integratif, inovatif dan ng
dinamis
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
7.01.03.2.03
.0002
Jumlah Lembaga 2 2 21.500.000,00 21.500.000,00 21.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 3.000.000,00 KECAMATAN
Kemasyarakatan Lembaga Lembaga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
yang Ditingkatkan Kemasya Kemasya Katapang AN ASLI dinamis
Kapasitasnya ra katan ra katan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Ma
7.01.03.2.03
.0004
Jumlah Laporan 1 1 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
Fasilitasi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 3.000.000,00 KATAPANG
Pengembangan Katapang AN ASLI dinamis
Usaha Ekonomi , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Masyarakat Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
7.01.03.2.03
.0005
Jumlah Laporan 1 1 16.500.000,00 16.500.000,00 16.500.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
Fasilitasi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 3.000.000,00 KATAPANG
Pemanfaatan Katapang AN ASLI dinamis
Teknologi Tepat , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Guna Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Pemberdayaan Persentase 1,00 1,00 170.000.000,00 170.000.000,00 55.737.200,00 -114.262.800,00 Reformasi birokrasi KECAMATAN
7.01.03.2.06 dan Pemberdayaan dan integratif, inovatif dan Kecama 8.000.000,00 KATAPANG
Kesej: aan Keseji dinamis tan
Keluarga Tingkat Keluarga Tingkat Reformasi birokrasi Katapa
K 1 dan K dan integratif, inovatif dan ng
Kelurahan Kelurahan dinamis
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat
7.01.03.2.06

.0002
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Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 - -21.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Peningkatan Katapang AN ASLI dinamis
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Membangun Kerja dinamis
Sama antar-
Keluarga, Warga,
dan Kelompok
Masyarakat
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
7.01.03.2.06
.0003
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Peningkatan Katapang AN ASLI dinamis
Ketahanan Pangan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah
7.01.03.2.06
.0005
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 10.440.000,00 -10.560.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Peningkatan Katapang AN ASLI dinamis
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Mewujudkan dinamis
Rumah Sehat dan
Layak Huni serta
Kesadaran Hukum
tentang Kepemilikan
Rumah
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
7.01.03.2.06
.0007
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 - -21.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Penumbuhan Katapang AN ASLI dinamis
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Peningkatan Derajat dinamis
Kesehatan Keluarga
dan Lingkungan
Dengan
Menerapkan
Perilaku Hidup
Bersih dan Sehat
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya
7.01.03.2.06
.0008
Jumlah Keluarga 127 127 21.000.000,00 21.000.000,00 - -21.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga | Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Penumbuhan Katapang AN ASLI dinamis
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Peningkatan Taraf dinamis
Hidup Keluarga
melalui Kehidupan
Berkoperasi dan
Pengembangan
Ekonomi Lainnya
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup
7.01.03.2.06

.0009
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Jumlah Keluarga 127 127 25.000.000,00 25.000.000,00 7.697.200,00 -17.302.800,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Penumbuhan Katapang AN ASLI dinamis
Kesadaran , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Keluarga dalam Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Peningkatan dinamis
Kualitas Kelestarian
Lingkungan Hidup
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
7.01.03.2.06
.0010
Jumlah Keluarga 127 127 20.000.000,00 20.000.000,00 16.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Pelatihan Keluarga Semua AN ASLI dinamis
Tanggap Bencana Kecamata DAERAH Reformasi birokrasi
Alam n, Semua (PAD) integratif, inovatif dan
Kel/Desa dinamis
Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga
7.01.03.2.06
.0011
Jumlah Keluarga 127 127 20.000.000,00 20.000.000,00 - -20.000.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
yang Mengikuti Keluarga | Keluarga Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 1.000.000,00 KATAPANG
Pelatihan Keluarga Semua AN ASLI dinamis
Tanggap Bencana Kecamata DAERAH Reformasi birokrasi
Rumah Tangga n, Semua (PAD) integratif, inovatif dan
Kel/Desa dinamis
38.169,00 PROGRAM Persentase 0,80 0,80 19.500.000,00 19.500.000,00 16.100.000,00 20.500.000,00
KOORDINASI penegakan perda 40.000.000,00
KETENTRAMAN yang berkaitan
DAN dengan
KETERTIBAN ketentraman dan
UMUM ketertiban umum
Koordinasi Persentase 1,00 1,00 19.500.000,00 19.500.000,00 16.100.000,00 -3.400.000,00 Reformasi birokrasi KECAMATAN
7.01.04.2.01 Upaya Koordinasi Upaya integratif, inovatif dan Kecama 10.000.000,00 KATAPANG
Penyelenggaraan Penyelenggaraan dinamis tan
Ketenteraman Ketenteraman dan Reformasi birokrasi Katapa
dan Ketertiban Ketertiban Umum integratif, inovatif dan ng
Umum dinamis
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
7.01.04.2.01
.0002
Jumlah Laporan 2 2 19.500.000,00 19.500.000,00 16.100.000,00 -3.400.000,00 Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
Pelaksanaan Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 10.000.000,00 KATAPANG
Harmonisasi Katapang AN ASLI dinamis
Hubungan dengan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Tokoh Agama dan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Tokoh Masyarakat dinamis
Koordinasi Persentase Aparat 1,00 1,00 - - - - Reformasi birokrasi KECAMATAN
7.01.04.2.02 Penerapan dan Keamanan (Linmas) integratif, inovatif dan Kecama 30.000.000,00 KATAPANG
Penegakan yang Dibina di dinamis tan
Peraturan Daerah Bidang Perda dan Reformasi birokrasi Katapa
dan Peraturan Perkada integratif, inovatif dan ng
Kepala Daerah dinamis
Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya gakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
7.01.04.2.02
.0001
Jumlah Laporan 2 2 - - - - Kab. Reformasi birokrasi KECAMATAN
Koordinasi/ Sinergi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan 30.000.000,00 KATAPANG
dengan Perangkat Katapang AN ASLI dinamis
Daerah yang Tugas , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
dan Fungsinya di Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan

Bidang Penegakan
Peraturan
Perundang-
Undangan
dan/atau
Kepolisian Negara
Republik Indonesia

dinamis
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38.534,00 PROGRAM Persentase 0,80 0,80 86.000.000,00 86.000.000,00 81.650.000,00 -46.000.000,00 40.000.000,00
PENYELENGGAR capaian
AAN URUSAN keberhasilan
PEMERINTAHAN urusan
UMUM pemerintahan
umum yang
ditugaskan kepala
daerah
Penyelenggaraan Persentase 1,00 1,00 86.000.000,00 86.000.000,00 81.650.000,00 -4.350.000,00 Reformasi birokrasi 40.000.000,00 KECAMATAN
7.01.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Pemerintahan Urusan dinamis tan
Umum Sesuai Pemerintahan Reformasi birokrasi Katapa
Penugasan Umum yang integratif, inovatif dan ng
Kepala Daerah Dilaksanakan dinamis
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
7.01.05.2.01
.0002
Jumlah Orang yang 100 100 28.000.000,00 28.000.000,00 28.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN
Mengikuti Fasilitasi, Orang Orang Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Koordinasi dan Katapang AN ASLI dinamis
Pembinaan (Bimtek, , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Sosialisasi, Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Konsultasi) dinamis
Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
7.01.05.2.01
.0004
Jumlah Orang yang 150 150 28.000.000,00 28.000.000,00 25.450.000,00 -2.550.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 10.000.000,00 KECAMATAN
Mengikuti Orang Orang Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Pembinaan Katapang AN ASLI dinamis
Kerukunan Antar » Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Suku dan Intra Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Suku , Umat dinamis
Beragama, Ras,
dan Golongan
Lainnya Guna
Mewujudkan
Stabilitas
Keamanan Lokal,
Regional, dan
Nasional
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
7.01.05.2.01
.0008
Jumlah Dokumen 4 4 30.000.000,00 30.000.000,00 28.200.000,00 -1.800.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 20.000.000,00 KECAMATAN
Tugas Forum Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Koordinasi n n Katapang AN ASLI dinamis
Pimpinan di , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kecamatan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
38.899,00 PROGRAM Persentase desa 0,80 0,80 75.500.000,00 75.500.000,00 66.150.000,00 -20.500.000,00 55.000.000,00
PEMBINAAN DAN yang dibina dan
PENGAWASAN diawasi
PEMERINTAHAN
DESA
ilitasi, I 1,00 1,00 75.500.000,00 75.500.000,00 66.150.000,00 -9.350.000,00 Reformasi birokrasi 55.000.000,00 KECAMATAN
7.01.06.2.01 Rekomendasi dan Capaian integratif, inovatif dan Kecama KATAPANG
Koordinasi Keberhasilan dinamis tan
Pembinaan dan Pembinaan dan Reformasi birokrasi Katapa
integratif, inovatif dan ng

); 1
Pemerintahan
Desa

Pemerintahan Desa

dinamis

7.01.06.2.01
0002

Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
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Jumlah Dokumen 1 1 18.000.000,00 18.000.000,00 14.600.000,00 -3.400.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
yang Difasilitasi Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
dalam rangka n n Katapang AN ASLI dinamis
Administrasi Tata , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pemerintahan Desa Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
dinamis
n P Kepala Desa
7.01.06.2.01
.0006
Jumlah Dokumen 1 1 - - - - Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Fasilitasi dalam Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
rangka n n Katapang AN ASLI dinamis
Pelaksanaan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Pemilihan Kepala Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Desa dinamis
i Sinkronisasi Per P inan Daerah dengan Pembangunan Desa
7.01.06.2.01
.0009
Jumlah Dokumen 1 1 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 - Kab. Reformasi birokrasi 40.000.000,00 KECAMATAN
Sinkronisasi Dokume Dokume Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Perencanaan n n Katapang AN ASLI dinamis
Pembangunan , Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Daerah dengan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Pembangunan Desa dinamis
Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
7.01.06.2.01
.0018
Jumlah Laporan 2 2 22.500.000,00 22.500.000,00 16.550.000,00 -5.950.000,00 Kab. Reformasi birokrasi 5.000.000,00 KECAMATAN
Hasil Koordinasi Laporan Laporan Bandung, PENDAPAT integratif, inovatif dan KATAPANG
Pelaksanaan Katapang AN ASLI dinamis
Pembangunan » Semua DAERAH Reformasi birokrasi
Kawasan Kel/Desa (PAD) integratif, inovatif dan
Perdesaan di dinamis
Wilayah Kecamatan
JUMLAH 5.966.893.000,00 6.351.278.892,56 6.148.078.964,00
'6.193.051.82 5.260.893.000,00

2,61




4.1.

4.2.

BAB V
PENUTUP

Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025 berfungsi
sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun
berdasarkan arah kebijakan RPJMD. Selain itu Rencana Kerja Renja juga
sebagai landasan operasional perencanaan taktis tahunan bagi
dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan
prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan
dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung
menyentuh  kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber
daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif, berdisiplin,
bekerja efisien dan efektif.

Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
pembangunan di dalam Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun

2025 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang

berkualitas dan professional. Program dan kegiatan untuk mencapai

sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis

(RENSTRA) 2021-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas

dan partisipasi.
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang tahun 2025, harus
dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan
koordinasi antar sekretariat dan bidang;

2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan
masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai
dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga
diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab
terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan;

3. Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025 adalah dokumen
perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas
pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari
APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

4. Rencana Kerja Renja di dalam proses penyusunannya harus
memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang
ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD
Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD
Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas).

5. Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun 2025, harus menjadi
dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

57



58

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Transparansi dalam proses perencanaan pembangunan merupakan salah
satu syarat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang harus diikuti,
diketahui dan dipahami oleh masyarakat. Agar setiap keputusan/kebijakan
publik dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif, maka masyarakat harus
dilibatkan sejak awal baik dalam proses perencanaan maupun perumusan
kebijakannya, sehingga aspirasi dan kepentingannya terakomodasi di dalam
kebijakan tersebut, dengan kata lain pembangunan berdasarkan partisipasi
masyarakat atau pembangunan partisipatif. Transparansi sangat berkaitan
dengan sistem informasi dan komunikasi serta merupakan prasarat
demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan publik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, partisipasi masyarakat yang luas dalam
perumusan kebijakan publik akan membutuhkan komitmen yang tinggi dalam
implementasinya, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perubahan paradigma pemerintahan yang berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan.

2. Terwujudnya partisipasi aktif masyarakat/swasta dalam kegiatan
pembangunan.

3. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk
melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek, upaya yang
harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan,
seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja
aparatur perencana.

4. Menerapkan sistem reward and punishment terhadap seluruh karyawan
dan mengaplikasikannya pada pendistribusian insentif berdasarkan
beban kerja.

5. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih intensif di dalam
melaksanakan koordinasi dengan SKPD, agar proses pembangunan yang
dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.

6. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai
dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat
dilaksanakan apabila kita mengacu jadwal yang telah ditetapkan.

Demikian penyusunan Rencana Kerja Renja Kecamatan Katapang Tahun
2025 ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan
seperlunya.

Katapang, Juni 2025
CAMAT KATAPANG
ttd
Rahmat Hidayat
BUPATI BANDUNG

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA



